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ABSTRAK

Nama : Richi Aprian
Program Studi > Magister Hukum
Jedul : Non-Independent Leasing Company, Suatu Tinjavan

Hukurn Larangan Prakiek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat Di Indonesia

Tesis ini membahas mengenai Pengaturan Mengenai Non-fndependent
Leasing Company di Indonesia, Untuk Mengetabui praktek bisnis yang dijalankan
oleh Nonlndependent Leasing Company bertentangan dengan Undang-Undang
Larangan Praktik Monopoli dan Persamgan Usaha Tidak Schat. Metode
penulisan ind adalah deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif dalam
memperofch data sekunder dari hasil studi kepustakaan vang mempunyai
hubungan dengan pembahasan di dalam penulisan skripsi ini. Hasil penclitian
membukiikan bahwa di Indonesia tidek ada aturan yang secara kKhusus meagatur
mengenal Non-Tndependent Leasing Company, dan Non-Independent Leasing
Company tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor § Tahun 196¢
sepanjang tidak berfentangan dengan perjanjian vang dilarang dan kegiatan yang
dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prakiek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata Kunci:
Non-independent Leasing Company, Prakick Monopoli, Persaingan Usaba Tidak
Sehat

ABSTRACT
Name . Richt Aprian
Study Program . Magister Hukum
Title 2 Non-Independent Leaving Company, Suatu Tinjauan

Hukumn Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Uscha Tidgk Sehat Di Indonesia
This thesis proved about Non-Independent leasing Company in

Indonesian Law and Non-Independent Leasing Company is conirary with
Indonesian law No 5/ 1999 on Prehibitions Of Monopolistic Practice And Unfair
Business Competition. This research is 2 normative junidical research and
analytical deseriptive . The Results of research is suggest that i needs to be well
regulated, especially for Non-Independent Leasing Company and Non
Independent Leasing Cowmpany is suitable with Indonesian Law Mo 5/1999 on
Prohibition Of Monopalistic Practice And Unfair Business Competition as long as
it is not contradicted wih Indonesian Law Number 5/199% on Prohibition OF
Monopolistic And Unfair Business Competition.

Key Words:

Non-Independent Leasing Company, Monopolistic Practice, Unfair Business
Competition
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sehagai negara berkembang yang memiliki potensi sumber daya
alam yang dapat dimanfastkan dalam pembanguman. Scjak awal berdirinys,
terutama pada saat Sumpah Pemuda, Pemuda Indonesia telah menyatakan
keinginannya untuk berbangsa, berbahasa, dan bernegara Indonesia dax tergabung
menjadi satu bagian kedalam Nepara Republik Indonesia’. Kemudian bangsa
Indonesia yang menyatakan kemerdeksannya pada 17 Agustus 1945 menyadart
bahwa kemerdekaan saja tidak cukup untuk menjadikan Indonesia sebagal Negara
Kesojahteraan (Welfaresiate). Namun kemerdekaan adalah pintu gerbang uotuk
dapat mencapal Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan yang menjunjung finggi
nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial®,
Kemerdekaan Indonesia sudah scharusnya diisi dengan pembangunan ekonomi
yang dapat membawa Indonesia scbagai bangsa yang makmur dan sejahicra
secara material dan spiritual pada tingkatan yang lebih tinggi serta merata,
sehingga pembangunan tersehut dapat dinikmati oleh sehurah rakyvat Indonesta.

Salsh seorang tokoh pergkonomian Indonesia berpendapat bahwa “haoya
dengan kemakmuran dan kesejahtecaan inilah kehidupan dalam anti peradaban dan
kebudayaan bisa meningkat”’ Negara Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mielaksanakan Pembangunan Nasional
vang bertyjuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang
merata baik materiil dan spritual bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan Pasal 33
Undang-Undang Dassr 1945 telah memberikan jaminan fentang pemanfaatan
sumber daya alam Indonesia untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran
rakyat. Hal ini merupakan hak konstitusional Warga Negara Indonesia yang
dijamin oleh Undang-undang Dasar.

Y John Lonke, The Second Treative (Y Government, The liberal art press, inc; Indianapoiis, Hal 54
? Pembukaaa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
* Kwik Kian Gle, dnafisa Ekonemi Politik fndonesia, Thrar Mandin; Jakarta, 1995, him 151
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Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa
perckonomian diatur berdasarkan demokrasi ekonomi vang artinya kemakmuran
ditujukan bagi semua orang, bukan hanya bagi crang-orang dari golongan tertentu
saja. Memahami lebik mendalam pengertian  demokrast ekonomi dalam
penjelasan tersebut, maka yang dimaksad dengan demokrasi ekonomi bukaniah
sekedar cara mengatur sistem perekonomian saja, tetapi sekaligus ditekankan pada
tercapainya hasil akhir pelaksanaan sistem ckonomi yang berdasarkan pada asas
kekeluargaan®, Hal ini mempunyai konsekuenst Jogis bahwa pelaksanaan sistem
ckonomi kekeluargaan yang bermoral Pancasila harus dapat menghasilkan
kersakmuran bagi masyarakal secara merata, hal Tnilah yang dimaksud dengan
kesejahteraan sosial

Masyarakal sejahiera adalah masyaraket vang makmur sekaligus adil dan
merata schingga dalam mencapai tujuan itu, pemerintah, dunia usaha, dan
masyarakal akan melaksanakan pembangunan nasional dengan menggunakan satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana.
rencana pembangunan baik dalam jangka paniang (20 tshunan), jangka waidn
menengah (§ 1shunan), maupen jangks waktn tabuman yang dilaksanakan oleh
unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan dacrah yang
disebut dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional®,

Penerapan Sistem Perencanagn Pembangunan sebagaimana yang tertvang
dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Percncanaan
Pernbangunan Nasional harus diselesggarakan berdasarkan demokrasi dengan
menjuniung tinggi prinsip-prinsip kesamasan, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangen
kemajuan dan kesatuan nasional®, Dengan demikian, maka dalam melakukan
pembangunan nasional, seluruh potenst dalam pegeri hanus dapat dimanfastkan
dengan disertai kebijaksanaan serta langkah-langkah yang tepat guna membantu
dan membimbing pertumbuban serta meningkatkan kemampuan yang Iebih besar
bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan,
termasuk sektor usaha riil yang berada dalam sebuah negara. Hal ind didasard

¢ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 33 ayat 1-2
? Undang-Undang MNomor 25 Tehun 2004, Pasal T ayat 3
® Ibid, Pasal 2 ayat |

iversi
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bahwa sesungguhnya negara selain sebagal entitas politik, nepara merupakan
schuah entitas ckonomi dimana negara menjadi wadah dan wabana bagi
berlangsungnya proses ckonomi yang terjadi di dalamnpya sehingga negara
memiliki peranan dalam mengater perkembangan sektor-sekfor ussha vang
penting dalam pembangunan dalam rangka menuju pada masyarakat yang adil,
makmur dan sejahtera.

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan untuk mengubah
suatu kondisi dari suatu tingkst yang dianggap kurang baik ke kondisi baru pada
tingkat kualitas yang dianggap baik atau paling baik.” Untuk ite, pembangunan
yang dilaksanakan d{ Indonesiz haruslah merupskan pembangunan vang
menyeluruh dalam semua sektor.® Peranan sektor-sektor usaha riil sangat penting
dalam pembangunan di Indonesia, baik yang dilakukan oleh perusahaan negara,
perusahaan swasta yang bermodal besar, koperasi, maupun pengusahs keeil dan
mencengah yang sernuanya berprestasi semaksimal mungkin sesual dengan bakat,
strukfur dan kekuatannya masing-masing di bidang usahanya tersebut,

Pembangunan nasional di bidang ekopomi haruslah diarshkan kepada
terwnjudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 dimana demokrasi dalam bidang ekonomi mengahendaki adanya
kesempatan vang sama bagi setiap warga negara unfuk berpartisipasi dalam proses
produks: dan pemasaran barang dan alau jasa didalam iklim usabe yang sehat,
efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonemt dan
bekerjanya ekonomi pesar yang wajar schingga tidak menimbulkan adanya
pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

Pemerintah Indonesia sebagai regulator dalam bidang Industri dapat
melakukan pendekatan-pendekataan dalam menangani bidang industrinya, Yaitu®:

a. Nepara bisa memekal pendekatan ¥ Laissez-Faire” vang sama sekali

melarang adanya campur tangen pemerintah dalam industri)

7 Mulliadi. “Refevansi Teori Sociological Jurispradence dalam Upaya Pembaharuan Hukem di
Indonesia.™ <igtpz/librany ssiec ididownlnad/ /06002655 .pdf>, dinkses |8 Oktoler 2007,

% Diuhaendah Hasan, Lembaga Jominan Kebendoan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat
Pada Tanoh dalam Konsepsi Penerapan Asos Pemisahan Horisonal (Suatu Konsep delam
Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan), cetl, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996),
him, [.

* Charles E mueller, Anfitrust Law Review Vol 26, No 4, Vero Beack, Florida, 1997
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b. Negara memakai pendekatan “Public Supervision” yang ditandai oleh
penguasaan negara atas industri yang penting
¢, Negara wmemakal pendekatan “dmfitrust™  yakni  kebijakan  yang

mensyaratkan pemerintah bertanggung jawab atas terjadinya persaingan

sehat di anfara pelaku usaha, namun sama sekali dilarang campur tangan di

dalam keputusan tentang harga dan hasil produksi
Undang-Undang Republik Indonesia No 5. Tahun 1999 tentang Larangan Prakiek
Monopoeli Dan Persaingan Usaha Tidak Schat vang disahkan oleh Presiden
Republik Indenesia merupakan wujud pengejawantahan dari pendekatan antitrust
yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjaga dan terciptanya iklim
usaha yang schat di Indonesia schingga pemerintah bertangguag jawab atas
terjadinya persaingan sehat diantara pelaku usahanya,

Salah satu faktor pendorong dikeluarkannya Undang-Undang No.5 tabun
1999 terscbut dengan adanya perjanjian antars Pemerintah Indonesia dengan TMF
mengenai pemberian bantuan dana untuk mengatasi krisis ekonomi. Bantuan
tersebut dibenkan dengan syarat bahwa Pemerintah Indonesia  bersedia
melaksanakan reformasi sistem ekonomi dan hukum fertentu, yang salah satu
diamtaranya adanya endang-undang tentang laranpan praktik monopoli dao
persaingan usaha tidak sehat.'®

Undang-undang int teleh dinantikan oleh kalangan pelaku ugaha dan
masyarakat karena dengan terbentuknys undang-updang ini dibarapkan dapat
mencegah prakiek monopoli yang berdampak merugikan masyarakat banyak dan
menjamin kepastian berusaba, sesuai dengan tujuan pembentukannya. Karena
paling tidak hingga tahun 1998, banyak bidang usaha vang disinyalir melakukan
prakiek monopoli,misalnya tata niaga cengkeh,'' tata niaga gula,dan scjumiah
komaditas penting lainnya. Dan juga ada kekhawatiran bahwa undang-undang ind
bukannya melindungi kepentinpan nasional tetapi justru memberikan peluang bagi
perusahaan asing guna mendapat kesempatan yang sama dengan pengusdha lokal,
Perilaku anti persaingan haruslah dilarang, karena telah terbukti dapat merugikan

¥ Kund Hansen et ul., Undang-Undang Larangon Prokiik Monapali dan Persaingan Usaha Tidak
Sehar, Iakana; Katslis, 2003 him 117-118

¥ Bisnis & Keusngan, Fenomena Monopoti Dafens Roncak Bisnis Indonesia Kompas, 14
Desember 1998, M 17

Vibid, fmplikasi Penghapuson Monopoli Tata Nicgs Gula, Kompas, 11 Febuart 1998, him 18
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rakyat. Posner berpendapat bahwa terdapat tiga alasan mengapa praktek monopoli
itu dilarang, yaitu:

a. monopoli mengalihkah kekayaan dari para konsumen kepada pemegang
saham perusahaan-perusahaan yang monopolisitik, yaitu suatu distribusi
kekayaan yang berlangsung dari golongen yang kurang mampu kepada
yang kaya

b. monopoli atau secara lebih luas adalah setiap konsidi yang memparkuat
kerjasama di antara perusahaan yang bersaing akan mempermudah dunia
industri unfuk memanipulasi politis guna memperoleh proteksi dalam
bentuk peraturan perundang-undangan yang memungkinkan perolehan
keuntungan di bidang industri vang bersangkutan

¢. keterkaitan dengan keberatan atay praktek monopoli yakni, bahwa
kebijakan anti monopoli yang bertujuan efisiensi, merupakan kebijakan
yang membatasi kebebasan bertindak bagi perusahaan-perusahaan besar
untuk dapat berkembangnya perusahaan-persauaan kecil. 2
Iklim persaingan yang sehat wmerupakan cenditio sine gua nen bagl

tersclenggaranya ekonomi pasar'®, Model persaingan tclah diakui sebagai
alternatit’ unggul bagt pembangunan ekonomi. undang-undang tentang larangan
praktek monopoli dan persaingan tidak sehat diciptakan agar letap terjadinya
persaingan usaha antara pelaku usaha secarg sehat dan jugs konsumen tidak
diekspoifasi oleh pelaku usaha. Atau dengan ke lain undang-undang tentang
farangan prakiek monopoli dan persaingan tidak sehat menginginkan pelaku usaha
di Indonesia dalam menjalankan kegaiatan usahanya berasaskan demokrasi
dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaka usaha dan
kepentingan umum,

Undang-Undang Nomor 5 tabun 1999 memberikan pengaturan mengenai
perjanjian yang dilarang serta kegiatan yang dilarang yang dianggap dapat
merugikan masyarakal, Guna mengetahui apakah suatu tindakan pelaku usaha
merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli ind

Y Richard A. Posner, dnttrust Law{an Economic Perspective), Chicago and London; The
University OF Chicago Press, 1976, hlm. 8.9

“ Norman S.pakpahan, Pokok-pokok Pemikivan tentang Hukum Persaingan Usoha, Jakana;
EEIPA, 1994, him, 2

Non-independent..., Richi Aprian, FH UIB&%’%N?&S tndenesta



maka pendekatan Per Se illegal dan Rule Of Reason menjadi acuan. Penerapan
kedua teori terscbut dipergunakan di beberapa negara yang telah lama
mempergunakan aturan hukum persaingan usaha, seperti Amenka Serikat dan
Negara yang tergabung dalam Uni-Bropa. Per Se fllegal adalah suatu pendekatan
vang secara An sich dan lebih menitikberatkan kepada perilaku pelaku usaha
tanpa terlalu memperhitungkan kepentingan ekonomi dan sostal secara lebih
tuas.”® Menurut pemabaman pendekatan ini , penetapan harga di antara pelaku
usaha, baik vang berskibat langsung maupun tidak langsung terhadap harga pasar,
adalah perbuatan vang bertentangan dengan undang-undang larangan praktek
monopoeli dan persaingan usaha, Sedangkan pendekatan Rule Of Reason lebih
berorientasi kepada pringip efistensi yaknoi memperhitungkan akibat negatif dan
positif dari tindakan tertentu tethadap proses persaingan'. Penerapan Ruie Of
Reason dapat dilihat dari pencantuman kata-kata “yang dapat mengakibatkan”
dan atau “patut diduga”. Hal im menugjukan perlunya penelitian yang mendalam
apakah suztu tindakan menimbulkan monopoli yang merugikan persaingan usaha,
Sedangkan pendekaten Per Se Hlegal biasanya dipergunzkan dalam ketentuan
atau pasal yang mempergunakan istilah “dilarang”, tanpa enak kalimat "patut
diduga”dan alay “yeng dapal mengskibatkan”, Oleh karena ifu, dapat dikatakan
bahwa penyelidikan ferhadap dugsen adanyz monopoli dan kartel digunakan
pendekatan Rule Of Reason. Bedangkan pemeriksaan mengenai sebagal perianiian
antara pelaku usaha menpgunakan pendekatan Per Se fllegal
Hukum larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bertujuan
untuk'”:
a. menjaga kepentingan umuwm dan meesingkatkan efisiensi ekonomi sebagai
salah saty upaya unfuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
b. mewyjudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan
usaha yang schat schingga menjamin adanya kepastian kesempatan
berusaba yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan
pelaku usaba kecil

# Lawrence Anthony Sullivan, Antirrss, West Publising, St Pauf Minnesota, him, 167-171

* tbid, bim 171
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor § Tabun 1999 tentang Larangan Prakiik Monopoli
Dan Persaingan Usehs Tidak Sehag, LN 331900, Pasal 3
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¢ mencegah prakiek monopoli dan atau persaingan usaha uidak sehat yang
ditimbulkan oleh pelaku usaha
d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegaiatan usaha
Perkembangan dunia usaha di Indonesia baik usaha besar, menengah
maupun sektor usaha keetl maupun mikeo hareslah dapat tambuh dan berkembang
dalam iklim usaha sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Perkembangan
dunia usaha ini pula leh telah memberikan suatu alternatif bagi pelaku usaha
untuk memiliki barang modal dengan cepat tanpa membutubkun modal yang
cukup besar. Modal usaha ini digunskan untuk membiayai gaji pegawai,
pembelian inventory perusahaan dan juga digunakan untuk barang-barang modal
yang dibutuhkan dalam melaksanakan usshanya, Pemilikan atss barang modal
dapat dilakukan dengan mudah bila suatu perusshaan ateupun perseorangan
tersebut ditunjang dengan aspek permodalan yang cukup. Pertimbangan-
pertimbangan yang pasti timbul dar tindakan pembelian adalah apakah dana yang
tersedia mencukupi bagi perusahaan untuk membeli maupun resiko lain yang akan
timbul di kemudian hari seperti perhitungan nilai ekonomis barang, kebaran
barang serta kemungkinan biaya pemeliharaan vang tinger vang mengakibatkan
pelaku vusaha harus mempertimbangkan dalam melakukan pembelian. Perusahaan
pembiayaan vaitu badan usaba dilugr bank dan lembaga keuangan bukan bank
yang khusus didirikan untuk melakokan kegiaten di bidang usaha lembaga
pembiayaan’”, Salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang dikenal di Indonesia
adalah Leasing.

® Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 84/PMK.012/2006 tangeal 29 september
20606 tentang peresahaan pembisyasn, Pasal §
kegiatan vsaba yang fermasuk kedalam lembaga pembiayaan acdalah:

1. Sews Guna Lissha (Leasing) yaitu kegiatan gembz&ym dalam hentuk penyedinan barang
modal baik secars Jeasing dengan hak opsi (finance Lease) maugun feasing tanpa hak
opsi {operating Lease) untuk digunakan gleh penvewa puna usaha (lesses) selama jangks
wakan tartentu berdayarkan pembayaran secara berkala

2. Anjak Piutang {Factoring) yaitu kegaiaten perblaysan dalam bentuk pembelian dan atau
peagalihan serta pepgurusan pinfang atau tegihan jangke pendek suatu perusghasn dari
iransaksi perdagangan dalam atau fusr negerd

3. Ussha Karty Kredit (Credit Card) vaitu usabn dalam kegistan pembiaysan untuk
pembelian bareng atau jase dengan menggunakan kartu, yang aken ditagilikan kemudian
kepada peagguna oleh panerbit kartu kredit.

4. Pembisyaan Konsumen {Consumer Finance) yaitu kegiatan pembiayaan untuk pengadaan
barang, berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau
berkala oleh konsuraen.

iversitas ndonesia
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Leasing berasal dari kata Zlegse vyang berarti sews atau lebih umum
diartikan dengan sewa menyewa vaitu pembiayaan peralatan atau barang modal
untuk digunakan pada proses produksi sustu perusahaan buaik secara langsung
maupun tidak langsung. Leasing mulai berkembang di Indonesia sejak 7 Febuari
1974 dengan diterbitkannya Sural Keputusan Bersama Menteri Keuangan,
Menteri Perindustnian dan Menteri Perdagangan dan koperasi Republik Indonesia
Nomor  kep-122/IMKAV//1974, Nomor  32/M/BK/1974  dan Nomor
30/KBP/I/1974 pada tanggal 7 febuari 1974'° tentang perizinan usaha leasing

yang memberikan definisi mengenai leasing yaitu sebagai berikut:

“Setiap kegiatan pembiavaan perusahaan dalam  bentuk penyediaan
harang-barang modal untuk digunaskan suaty perogshasn, untuk suatu
jangks wakiu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala diserai
dengan hak pilihk (optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-
barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka wakiu

leasing berdasarkan nilal sisa vang telah disepakati bersama.”

Herdasarkan definisi di afas dapat disimpulkan leasing adalah setiap
kegiztan pembiayaan perusahsan berdasarkan suatu perjanjian tertulis dalam
bentuk penyediaan benda modal oleh pemaseok lerienty yang telah disepakati oleh

pemberi leasing(lessor) dan penerima leasing{Lessee) untuk dipunakan oleh suatu

? Pecaturan-peratran tentang usaha jasa pembiayaon df Indonesia:

i, Surst Keputusan Bersams Msplerd Keusngan, Menteri Perindustring dan Menterd
Perdagangan dan koperasi Repubiik Indonesia Nomor kep-I22MEAVI1974, Nomor
32448571974 dan Nomor IS/EBPA/I974 entang perizinsn Lizaha Leasing

2. Kepotusan presiden Repubiik Indonesia No 61 tahun 1988 vang dikelearkan pada 20
desernber 1983 tentang fembaga pembiayaan

3. keputusan menteri kevangan RI Nomor 1169/KMK.01/199! tenfang kegiatan leasing,
pada tanggal 27 November (99|

4, kepwhusan menteri kevangan RI nomor 448/KMEK.017/2000 temtang perusahaan
pembiayaan, pads tanggat 27 (laober 2068

3, keputusan menteri kevangsn RI No 172/KME 96/2002 tentang perubahan atas keputusan
mentert kenangan No 448/KME 51772000 tentang perosahaan pembiayaan, pada tanggal
Ziapril 2002

6, keputusan memerd keuangen BRI No I35/KME 0622002 wntang penghentian pemherian
1zin usaha porusahaan pershinyaan, pada fanggal 24 aprii 2602

7. keputusan menterl kenangan Rl no 45/KMK.O82003 (emiang penerapan prinsip
pengenalan nasabah bagi lembage keuvangan non bank

8. peraturen  menteri  keuangan RI No 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan
pembiayasn,pada tanggal 29 september 2006
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perusahaan untuk suatu jangks wakin tertentu deiigan pembayaran secara berkala
disertai dengan hak pilih bagi lessec pada saat akhir perjanjian untuk:
a. Mengembalikan benda objek leasing kepada lessor
b. Membeli benda objek leasing vang bersangkutan
¢. Memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan syarat tenfang
perhitungan nilat sisa yang telah disepekati

Industrt leasing menciptakan konsep baru untuk mendapatkan barang
modal serta menggunekannya sebaik mungkin tanpa harus membeli atau memiliki
barang tersebut. Ditinjau dan sudut ekonomi, leasing dapat pula dikatakan sebagai
salah satu cara untuk menghimpun dana yang terdapat didalam masyarakat dan
menginvestasikannya  kembali  dalam  sektor-sektor ekonomi tertentu yang
dianggap produktif. Karena itu, sarana leasing merupakan aiternatif yang baik
bagi perusahaan yang kurang modal atau hendak menghemat pemakaian tanpa
harus kehilangan kesempatan untuk melakukan investasi kembali dalam sektor-
sektor ekonomi tertentu yaog dianggap produktif,

Leasing Company bila dilihat dari hubungan perusahaan pembiayaan
dengan pemilik modal terbagt menjadi dua yaitu Non-Tndependent Leasing
Company dan Independent Leasing Company vaitu:

a. indzpendent Leasing Company

Perusahaan leasing yang tidak memiliki hubungan vang dekat dengan

Suplier barang modal,

Perusahaan yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan suatu Suplier barang

modsl schingga dalam pembiayaan barang modal vang dilakekan oleh

Independent Leasing Company dapat beragam (tidak terfokus pada satu

merck barang modal, tetapi dapat terdiri dari berbagai merck maupun

jenisnya)*®
b. Nen-Independent Leasing Company

Perusahaan Jeasing yang memiliki hubungan langsung dengan Suplier dari

barang modal,dimana pendirian perusahaan leasing untuk meningkatkan

penjvalan barang modal yang dijual oieh Suplier vang bersangkutan™.

¥ Budi Rechmat, Multi Finance Handbook-Indonesion Perspective, P.T. Pradoya Pamamig,

fakocta Bim 65
* tkatan Akastan Indonesia, Stondar Akuntanst Kenangan, Salembs Empat, Jakarts, 1994

nf Has Indonesia
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Suaty perusahaan yang mempunyst hubungan langsung dengan Suplier
barang modal, dimana pendirian perusahaan Jeasing untuk meningkatkan
penivalan barang modal yang dijual oleh Suplier vang bersangkutanzz
Non-Independent Leasing Company semakin berkembang dengan pesat,
Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah perusahaan pembiayaan yaong
bersifat tidak independent yang dilihat dari hubungan antara perusahaan
pembiayaan dengan pemilik barang modal. Beberapa contoh Non-Independent
Leasing Compury yaitu
a. Toyota astra financial services
b. Indomobil Financs,
¢. Tiga Berlian auto finance dan lain-lain.

Now-Independent Leasing Company dalam prakieknya karena memiliki
hubungan yang dekat dengan Suplier dari barang modal memiliki kemudahan dari
Suplier dalam hal harga produk, dan ketersediaan barang modal karena pendirian
perusahaan Non-Independent Leasing Company ditujukan untuk meningkatkan
barang modal vang dijual oleh Suplier barang modal yang bersangkutan. sehingga
perusahaan Now-fndependent Leasing Company hanya terfokus pada satu merek
barang modal saja. Dengan kondisi mengussal satu merck barang modal saja
perusshaan il juga merupakan tujuen deri pendidan perusghaan int
memungkinkan terjadinya tindakan-tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat herupa tindakan-
tindakan frust yaitu membuat perjanjian dengan pelaku usaha laon untuk
melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan afau perseroan
vang lebih besar, dengan tefap menjage dan mempertahankan kelangsungan hidup
masing-masing perusahaan afau perseroan anggotanys vang
bertujuan untuk mengontrol penjualan dan atau pemasaran atas barang dan alau
jasa yaog dijual oleh Suplier barang modal sehingga remungkinkan dapat
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat anti
persaingan memiliki kedudukan yang tidak seimbang didalam bersaing dengan
perusahaan yang Independent Leasing Company. ™

= Budi Rahmat, Op.cit, hlm. 65
Z Undang-Undang No § Tahun 1999, Op.cit, Pasal 14
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Berdasarkan pada hal tersebut di atas, penulis tertarik unfuk melakukan
penelitian dengan judul:  "NON-INDEPENDENT LEASING COMPANY,
SUATU TINJAUAN HUKUM LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA”

1.2. Pokok Permasslab

1.2.1

Bagaimena Pengaturan Mengenal Non-Independent  Leasing

Compary di Indonesia?

1.2.2. Apakah praktek bisnis yang dijalankan oleh Now-independent

Leasing Company dapat berfentangan dengan Undang-Undang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Schat?

1.3. Maksud dan Tujuan Pepelition
Berdasarkan identiftkasi masalah yang akan dibahas pada Laporan Tugas

Akhir ini, maka yang menjadi tujuan dan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5

13.2.

Untuk mengetehui  bageaimana Pengaturan Mengenal Non-
Independent Leasing Company di Indonesia

Untuk mengetahui apakah prakiek bismis yang dijalanken oleh
Non-Independent Leasing Compary bertentangan dengan Undang-
Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat

1.4, Kegunaan Penclitian

Penehitian ini diharapkan dapat bergunas baik secasa (eoritis maupun secara

praktis dalam pemanfaatan yang sebagaimana mestinya, yaitu

1.4.1,

142

Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran
dalam perkembangan mu bukum, khususnya di bidang Hukum
Ekonomi di Indonesia.

Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada

instansi-instansi pemerintah maupun swasta, khususnya dalam

Non-independent..., Richi Aprian, FH Ul, %ragversitas Indonesia
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pengembangan sektor usaha pembiayaan Leasing di Indonesia
scbagal salah satu upaya dalam mewujudkan kehidupan
perekonomian yang mandiri, berdaya saing, adil, makmur dan
meratz di Indonssia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang
Dagar 1945

1.5. Metode Penelitian
1.5.1. Metode Pendekatan
Metode yang digunakan dalam penelitian int adalah penelitian
hukum dengan pendckatan  yuridis  normatif”’  dengan
menggunakan data sekunder sebagai sumber utamanya dan data
primer sebagai pendukung dari data sekunder
1.5.2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriffif analitis,
yaitu memberni gambuaran fokte-fakta disertai dengan analisis yang
akurat fentang persturan perundang-undangan yang berlaku
dihubungkan dengan tcori-teort hukum dan prektek pelaksanaan
pembinaan dan pengembangan Undang-undang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia.”
1.5.3. Tahapan Penelitian
1.5.3.1. Penelitian Kepustakaan
Penelitian ini dilakukan dalam upaya mencari data sekunder,
vaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada
masalah-masalah yang ditehiti, vang terdiri dari:
1.5.3.L1. Baban hwukam prmer, yaitu beberapa peraturan
perundang-undangan, antara lain:
1.53.1.1.1. Undang-Undang Dasar 1945
1.53.1.12. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
153.1.1.3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang
Larangan Prakiik Monopoli dan persaingan vsaha

= Saerjono Soekanto, Pengantar Penglitian Hukum, Universitas [ndonesia, 1984, ilm, 34
* 1bid, him 34
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1.53.1.1.4,

LA3LLS

1.53.1L.1.6

L53.LLY,

133118

1.53.1.1.9.

13

tidak sehat

Peraturan  mentert keuangan Rl1 Neo
84/PMK..012/2006 tentang perusahaan
pembiayaan

Sural Keputusan Bersama Menteri Keuangan,
Menteri Penindustrian dan Menteri Perdagangan
dan koperast Republik Indonesia Nomor kep-
122/MKAV/1/1974, Nomor 32/M/8K/1974 dan
Nomor 30/KBP/V/1974 tentang perizinan Usaha
Leasing

keputusan presiden Republik Indonesia No 61
tahun 1988 tentang lernbaga pembiayaan
keputusan menteri  keuangan RI - Nomor
1169/KMK.01/192] tentang kegilatan Jeasing,
padatanggal tanggal 27 November 1991

keputusan menteri  keuangan Rl nomer
448/KMEK.017/2000 tentang perusahaan
pembiayaan, pada tanggal 27 Oktober 2000
keputusan  menteri  kevangan RI No
172/ KMK 06/2002  tenfang perubahan  alas
keputusan menter: keuangan No
448/KMK.017/2000 tentang perusahaan
pembiayaan, pada tangeal 23 apnl 2002

1.53.1.1.10. keputusan ~ menteri kevangan  RI Neo

185/KMK. 0672002 fentang penghentian
pemberian izin usaha perusahaan pembiayaan,
pada tanggal 24 april 2002

1.5.3.1.1.11. keputusan menterl kevangan Rl no

45/ KMK.06/2003 tentang penerspan  prinsip
pengenalan nasabah bagi lembags keuvangan non
bank

1.5.3.1.2, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat

Non-independent..., Richi Aprian, FH Ul, 9&6&!&?’831&3 Indonesia



14

kaitannys dengan bahan hukum primer, antara lain:
1.5.3.1.2.1. Hasil karya ilmiah para sarjana
1.5.3.1.2.2. Hasil-hasi penelitian
1.53.1.3. Bshan hukum iersier, yailu bahan-bshan yang
memberikan informasi tambahan fentang bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa
artikel dari koran, majalsh, maupun didalam situs-situs
internel.
1.5.3.2. Penelitian lapangan:
Penclitian lapangan dilakukan dalam upaye mencari dats
yang bersifal primer, vaity unfuk mengetahul bagaimana
peagaturan  mengenal larangan  prakiek monopoh dan
persaingan usaha tidak sehat di Indenesia, bagaunana
pengaturan  mengenat  Leasing ¢ Indonesia dan untuk
membuktikan apskab Non-lndependent Leasing Company
bertentangan  dengan Undang-Undeng Larangan Praktik
Monopoh dan Persaingan Usaba Tidak schat di Indonesia
sebagai sebuah penunjang dari data-data sekonder,
Dalam Hal ini, Penulis melakukan penelitian lapangan pada:
1.5.3.2.1. PT Toyota Asira Financial Services
1.5.3.22. PT. Indomobil Finance
1.5.3.2.3. PT. Tigaberlian Auto Finance
1.5.3.24. Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK
1.53.2.5. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
1.533, Teknik Pengumpulan Data
1.5.3.3.1. Studi Kepustakaan
Dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan
landasan teoritis, beberaps peodapat-pendapat atau
tulisan-tulisan para ahli atau pibak-pihak lain yang
berwenang dan juga untuk mendapatkan informasi, baik
dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalul

iversitas indonesia
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saskah resmi. 2

1.5,3.3.2. Wawancara
Teknik wawancara digunskan untuk mengumpuikan
data primer. Hal ini  dilakukan menggunakan
wawancara yang bersifat terbuka dap mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman, tetap
masih memungkinkan adanya variagi-variasi pertanyaan
lain disesuaikan dengan situasi dan kondisi ketika
wawancara berlangsung® .
1.5.3.4. Metode Analisis Data
Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan, peneliti
menggunakan metode analisis pormatif kualitatif, bersifat
normatif karena penelitiannya bertitik folak dad norma-
norme, asas-asas dan peraturan perundang-undangan vang
ada sebagai norma hukum positif, sedangkan bersifat
kualitatif dimaksudkan sebapai analisis data yang bertitik
tolak pads usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-
mformasi dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti
1.5.3.5, Lokasi Penelitian
1.5.3.5.1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
§5352 Perpustakaan Pasca Sarjang Hukum  Universitas
Indonesia
1.5.3.5.3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jalan Ir H Juanda
Nomor 36, Jakarta Pusat
1.5.3.54. Bapepam-LK
1.5.3.5.5. Kantor Asosiasi Perusahnan Pombiayaan Indonesia
1.5.1.5.6. EKantor Tovola Astra Finance
1.5.357. Kantor Indomebil Finance

* toid
2 |bid
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L6. Landasan Teori

Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 menentukan tujuan hidup bemegara
bangsa Indonesia, vaitu antara lain memajukan kesejahteraan  uwmum,
mencerdasakan kehidupan bangsa dan melindungi bangsa dan fumpah darah
Indonesia. Menciptakan negara yang sejahtera, adil dan makmur merupakan suatu
kegiatan yang memerlukan waktu panjang dan terencana dengan roelibatkan
sermua pihak, baik administrasi negara maupun rakyat Tujuan bernegara
Indonesia vang tercantum jelas dalam Pembukaao di atas menunjukkan cinl
welfore state {negars kesejahteraan} yang dianul Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI2

Konsep negara kesejabteraan muncul sehagai reaksi atas kegagalan konsep
legnl stafe atay segara penjaga malam, Dalam konsepst fegal state terdapat
prinsip staalsonthouding atau pembatasan peranan negara dan pemerintah dalam
bidang politik yang bertumpu pada dalil “the least government is the best
government”, dan terdapat prinsip “laisser faire, laissez aller” dalam bidang
ekonomi yang melarang negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ckonomi
masyarakat (staatshemocienis). Atau dikatakan bahwa, “the state should intervene
as littde as possible in people’s lives and businesses” Akibat pembatasan ini
pemerintah atau administrasi negara menjadi pasif, schingga sering disebut negara
penjaga malam (nachiwakerstaat atau nachtwachterssiaat). Adanya pembatasan
negara dan pemerintah ini dalam praktiknya ternyata berakibat menyengsarakan
kehidupan wargs negara, yang kemnudian memunculkan reaksi dan kerusuhan
sosial. Dengan kate lain, konsepsi negara penjaga malem telah gagal dalam
implementasinya.”™

Kegagalan  implemetasi  sscltwachtersstaat tersebut  kemudian
mermumculkan gagasan yang menempatkan pemerintah sebagal pihak yang
bertanggung fawab atas kesejahteraan rakyatnya, yaitu welfare staie. Ciri utama
negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan

kesejahteraan wmum bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran welfare sfate

2 Zainal Muttaqin, “Sejarsh Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Administragl Negars dalam
Negars Hukum Pancasiia dan UUD 19457 dalam SF Muarbus, etal, ed, Dimensi-dimensi
Penpkivan Hukum Adminisirasi Negara, oeb. H, {Yogyskarta: UH Press, 2002}, him, 144,

* Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, {Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008}, him. 14,

_ o Universitas Indonesia
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merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip staatsonthouding, vang
membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi
dan sosial masyarakal, menjadi staasshemoeinis yang menghendaki negara dan
pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagat
langkah untuk mewujudkan kesejehteraan umum, di samping menjaga ketertiban
dan keamanan (rust en orde).

Berkattan dengan itu, maka teori tentang negara kesejahteraan digunakan
sébagai pisau analisis data yang diperoleh selama penelitian karena disamping
negara adalah dipandang sebagai suatu entitas politik, negara merupakan sebuah
entitas ckonomi dimana negare menjadi wadah dan wahana bagi berlangsungnya
proses ckonomi yang terjadi ¢i dalamnya sehingga negara memiliki peranan
dalam mengatur perkembangan  sekior-sekior usaha yang penting dalam
pembangunan dalam rangke menuju pade masyarakat yang adil, makmur dan
sejahtera.

Usntuk  mengetalui apakah  Non-Jndependent  Legsing  Company
bertentangan dengan Undang-Undang Larangan menopoli dan persaingan Usaha
Tidak sehat, diterapkan pendekatan per se llegal dan Rule Of regson. Pendekatan
per se illegal tidak memerlukan analisa ckonomi mengenai suatu perbuatan {tu
telah melanggar ataw menimbulkan hambatan terhadap persaingan. Dengan
pembuktian yang tidak harus adanya perjanjian lisan, tetapi cukup dengan
terjadinya kesepakatan atau kecordennmgan adanya kesepakatan, Kissane &
Benerofe menyatakan bahwa spatu tindakan dikatakan per se illegal adalah

apabila:

“...it falls into & class of act that courts have determined are so obviously
anticompetitive that little or no analysis of the particular facts of the case

at hand are necegsary to rule the act illegal™"

Penerapan prinsip Rule Qf Reason memerlukan analisa ekonomi untuk
mengetahui apakah perbuatan ity menghambat atan mendorong persaingan atau

0
Ibid., him. 15,

3 1 Kissane & $.3. Benerofe, anttrust and the regulation of competition: Glossary, Online edition,

996
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dengan kata lain di terapkan terhadap tindakan yang tidak bisa secara mudah
dilihat sifat melawan bukumnya {anpa menganalisis akibat tindakan itu terhadap
kondisi persatngan. Dalam hal inl teorl analisis ekonomi dalam hukum dapat
diterapkan.™

Beberapa ahli memberikan pengertian mengenai Per Se Hlegal dan Rule
Of Reason. Lawrence Anthony Sulliyan menyatakan bahwa "Per Se¢ filegal adalah
suaty pendekalan yang secara An sick dan lebih menitikberatkan kepada perilaku
pelaku usaha tenpa terlalu memperhitungkan kepentingan ekonomi dan sosial
secara lebih luas”™” dan bila melihat pendepat dari Asrl Sitompul yang
menyatakan bahwa "Per Se fllegal adalah svatu pendekatan dimana perbuatan
dinyatakan sebagai pelanggaran dan dapat dibukum tanpa perlu melakokan
pertimbangan apakah perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian atau hambatan
persaingan usaha™. Menurut pemahaman pendekatan ini , Per Se Mlegal adalah
perbuatan tersebut secara jelas dan tegas akan dianggap pelanggaran oleh jakim
tanpa melihat apakah terdapat akibat yang merugikan aiau menghambat
persaingan. Hal inf ssjalan dengan pengertian vang disampaikan oleh Syamsul
Maarif” yang menyatakan bahwa "Per Se llegal adalah larangan yang memang
secara alamiah dilarang tanpa perlu dikaitakan dengan dampak kegiatan tersebut
pada persaingan karena pada dasamya memang memmbulkan persaingan usaha
tidak sehat™.

Sedangkan pendekatan Rufe {3 Reason lebih herorientasi kepada prinsip
efisienst vakn memperhitungkan akibat negatif dan positif dari tindakan tertentu
ierhaéap proses 'pcrsaingansﬁ, Susaniti Adi Nugroho menyatalan bahwa:

"Prinsip Rule Of Reason adalah pendekatan dengan menggunakan
pertimbangan akan akibat suatu  perbuatan apakah mengakibatkan

2 Richard A Posver, Feonomic Amalysis Of Low, Ashgate, England, 2600, him.3

B awrence Anthony Sullivan, Areitrusy, West Publising, St Panl Minnesota, him, 167171

M Asril Sitompul, Prakick Monopoli dan Persaingan Uscha Tidak Sehat (Tinfavan terbadap
Undang-tdung No § Tahun 1999), Bandung, PT. Citra Aditya, 1999, him 23

¥ Syamsul Maarif, Tantangan Penegakan Hukum Perseingan Di Indonesia, Jural Hukum Bisnis
Volume 19, Mei-Juni 2002,

¥ Lawrence Anthony Sullivan, Op.cit, him, 171

Non-independent..., Richi Aprian, FH Ul, %8&(@&%& Indonesta



terjadinya praktek monopoli dan akan menimbulkan kerugian terhadap
pihak lain""’,

Dan bila kita moembandingkan dengan pendapat dari Syamsul Maarif yang
menyatakan bahwa "Rule Of Reason adaleh suatu larangan yang baru berlaku
apabila suatu kepiatan usszha dapat mepimbulkan prakick monopoli dan/atau
persaingan usaha tidak sehat™*®

Para ahli hukum persaingan usaha Indonesia dalam memberikan definisi
rule of reason dan per se rule dapat melakukannya secara tepat namun hanya
sebatas memberikan definiss fanpa melihat fatar belakang kemunculannya.
Berbeda dengan peneliti dari A8 yang selala melihat rude of reason dan per se
rule secara kontekstual artinya prinsip tersebut muncul karena putusan hakim
dalam mengadili suate perkara persaingan usaha. 1. David Reitzel secara lengkap

mengenal rule of reason adalah scbagai berikut

{n Standard Qil the court rejecied iis earlier position that al contracts
in restraint of rade were prohibited by the Sherman Act and applied
what has come to be called the role of reason. The Court rede that the
Congressional iment was io prohibit only those contracts that
reasonably resivainied trade. This rule of reason — that is the process
of determining if a defenidant's conduct sufficienily anticompetitive 1o
constitute an “unreasonuble restraint” — iy very much a part of

antitrust law today Section I cases,

Sedang mengenai defintsi Per Se fllegal, Reitzel menegaskan pendapatnya
dengan mengutip pendapat Justice Stone yvang mengadili kasus United States v,
Trenton Potteries Co {1927},

** Susanti Adi Nugroho, Hukuns Persaingon wsaha & Indonesia, Pastithang/Diklat Mabkamah
Agung, 2864, him 29

® Syamsul Manrif, Op.cit,

¥ 1David Reitzel of. Al, Confemporary Business Law, McGraw-Hill Pablishing Companya,
Fourth Editon, 2001, him. 965
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“agresment which create such potential power may well be held 1o be
in themselves [ per se”] unreasonable or unlawfud restraintl, without
the necessity of minute inquiry wether a particutar price is reasongble
as fixed ond without placing on the govement in enforcing the Sherman
Law the burden of ascertaining from day to day whether it has become

- . .40
unreasonable through the mere variation of economic conditions.”

Pendapat lain dikemukakan oleh Henry Cheeseman mengatakan bahwa di
Amerika Senkat penggunaan per se rafe oleh Mahkamah Ageng apabilz
pembaiasan perdapangan dianggap secara inheren merupakan tindakan anti
persaingan {once a restraint is characterize as g per se viclation, ne defenses or
Justifications jfor restraintt will save o1, and ne further evidence need be
considered)™

Penerapan metode Rule Of Reason dapat dengan akurat dari sisi efisiensi
menetapkan apakah suatu tindakan pelaku usaha dapst menghambat persaingan,
namun kelemahan dani metode ini adalab fidak samanya hasil penelitian untuk
tindakan pelaku usaha yang sama, Ini disebabkan tidak somanya akibat yang
timbul dari tindakan pelaku usaha tersebut. Disatu pihak ada yang menghambat,
dilain pihak ada tindakan pelaku usaha yang tidak mengakibatkan terhambatnya
persaingan dan tidak merugikan konseumen. Oleb karena itu dikatakan bahwa
pendekatan Rule Of Keason dapat tidak membawa kepastian kepada para pelaku
usaha, apakah tindakaonya melanggar Undang-Undang Larangan Prakiek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” Kesulitan dalam penerapan Rule
Of Reason disebabkan pdanya dua pemahaman mengenal kekuatan pasar yaity

kekuatan pasar Stiglerian” dan kekuatan pasar Bainian™.”

* Ihid, bim.965

* Henry R. Chessemen, Business law- Ethical International & E-Commerce Environment, Upper
Saddle River. New fersey, 2001, him 95

*“ Tri Anggraini. AM , Larangan Prakick Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat; Per Se legal
dan Rule Of Reasen, Fakultas Hukum, Universilas Indonesiz, Jekarta 2003, hlm.399

# Kekuatan Pasar Stiglerian adalah kekuatan pasar yang dimiliki olsh suatu perusahaan dengan
mengatur atau meningkatian harga diatas Hogkat kempetitif secara langsung, yakni depgan cara
menghambat produlsinys sendiri atau mengendalikan hargs

¥ Kekustan Paswr Bainion adalah kekuatan pasar suaty perasshuan atas sekelompok perosahaan
dengan moningkatkas harga diatas harga kompetif dengan cara meninphkatkan biaya pesalngnyz
sehinpea membuat lerbambat berprodiksi atan disebut dengan mengesampingkan pessing

“ thid, him 390400
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Pendekatan Per Se Hiegal Tidak memerivkan penelitian terhadap tindakan
pelaku wusaha dari sudut ekonmomi, apakah menghambat atau mendorong
persaingan. Penerapan Per Se Ilegal terhadap tindakan tertentu pelaku usaba,
seperti price fixing, boyeutt, horizontal market division dan tying arrangement.
Berdasarkan prinsip ini hanys dengan dasar keyakinan bahwa telah berulangkali
tindakan tersebut pasti menghambat persaingan dan merugikan konsumen.'
Dunia usaha dengan pasti tindaken mana yang melanggar ketentuan Undang-
Undang Larangan Prakiek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat. MNamun
Per Se¢ Hlegal tidak selaly dengan akurat menghasilkan pandangan apakah suatu
tindakan usaha benar-benar tidak efisien dan merugikan konsumen. Tindakan-
tindakan yang sama para pelaku usaha tidak selaln melahirkan akibat yang sama
dan hal i1 hanva dapat diketeshul melau: analisis ckonomi atas Hndakan tersebut
kasus demi kasus.

Perncarian penerapan Rule Of Reason dan Per Se Hiegal dapat dilakukan
dengan dua cara, yaity;

a. Melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999
b. Menpanalisa keputusan KPPU

Penerapan Rule ()f Reason dapat dilihat dari pencantuman kata-kata
"vang dapat mengakibatkan” dan atau "patut diduga® Hal ini menunjukan
nerfunya penelitian yang mendalam apakah sualy tisdakan menimbulkan
monepoli yang merugikan persaingan ussha. Sedangkan pendekatan Peor Se
Hlegal biasanya dipergunekan dalam ketentuan atan pasal yang mempergunakan
istilab “dilarang”, fanpa analk kalimat “patut diduga®dan atau “yang dapat
mengakibatkan™ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penyelidikan terbadap
dugaan adanya monopoli dan karfel digunakan pendekatan Reude OF Reason.
Sedangkan pemeriksaan mengenal scbagal penaniian antarg pelaku usaha
menggunakan pendekatan Per S fllegal

Sisternatika  Undang-Undang Persaingan Usaha tidak ada salah satn
pasalpun yang mengemukakan mengenai prinsip rule of reason dan per se.
Undang-Undang Persaingan Usaha terdiri dari 53 pasal, yang secara substansial
berist;

* Ibid, him. 400
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a. Perjanjian yang dilarang;”’

“? Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, Op.cit Pasal 4-16
Perjanjian yang dilarang terdiri dari:

Cligopoli yaitu pelaku usaha dilarang memboa perjanjian deagan pelaku usaba lain
untyk secara bersama-sana mé¢lakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran dan ats
Jjasa yang dapat mengakibatkan terjadinya prakick monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sshat

Penetapan hargs sdaleh pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaia usaha
pesaingnya untuk menetapkan harga atas barsng dan atsv jasa yang hares dibatay oleh
konsumen atan pelanggen pads pasar yang bersangkutan yang ssma atay memboat
perjaniian yang mengakibatkan pembeli yang sstu #isrus membayar dengan harga vang
berbeda dari barga yang harus dibayar oleh pembel: fain untuk barang dan algu fasa vang
samng atay membuat perjaniian dengan pelaku usaha pesaingnys untuk menctapkan harga
dibawah harga pasaratau memboat peraniian dengan pelsky usabs lain vang seamat
persayaratan bahwa penerima barang dan atsu jass ddak aka menjual atsu memasok
kemnbali barang dun atau jasa yang diterimanys, dengan harga yang lebih rendah daripada
harga yang teiah dipgrjaniikan sehingga dapat mengukibatkan ferjadinys persaingan useha
ticdak sehat

Pembagiov wiliyah adalash perianjian antars pslake usahe dengen pelaku usaha
pesaingsys yang bertgjuan sotuk membagl wilavah pemasaran atau alokasi pasar
terhadap barang don alou jasa sehingga dapat mengakibatkan teriadinya prakiek monopsli
dan aisu persaingan usabs tidak sehat

pembnikotan adalsh perienjian antara pelzku usaha dengan pesaingnve vasg dapat
menghalangi pelaku usaha lain unick melakukan useha yang sama, baik unisk fujuan
dalsm negeri maupun luar negerd sau joge perjaniis untuk menolak meajual setiap
barang dan atas jasz dari pelake usaba lain yang merugikan pelaku usabs lain dan
membatasi peiaky usaha lain dalam menjual atau membeli barang dan atay jasa dari pasar
yang bersangkutan

kartel adalah perjanjian antara pelaku usaha dengan pesaingnya vang bermaksud untuk
mempengarehi harga dengan mengatur produksi den atas pemasaran suatn barsng dan
ataw jusa, yang dapar mengakibatkan terjadinye praktek monpopoll dan atau persaingan
usaha tidai sehat

Trust adalah perjanjian kerja sama amars pelake usaba desgan membentuk gabungan
perusahaan atay perseroan yang lebih basar dengan tetsp menjaga dan mempertahankan
kelangsungan hidep masing-masing perusahaan atae persercan AGZEoONYa, yang
bertujuan untek mengontrol prodekst dan alap peroasaran atas barang dan staw jasa
Cligopson adalah perjanjian astara pelaku usala yang bertujuas antuk secars bersama-
sams wenguasal pembeliss atéu penerimaan pasckan agar dapat mengendalikan harga
atau barang dan alae jasa dalarn pasar yhang bersangkutan

Integrasi Vertikal adaiah perjanjian sniar pelaku usaha yang bertyjuan uniuk menguase
produksi sejumlab produk yang termasuk dalam rangkaisn produksi barang dan atau jasa
erfentl yang mane setisp rangkaian produksi merupakan hasil pengolaban stac proses
taniutan baik dalam sag rangkaisn Jangsung maupun tidek langsung

Perjanjian teriutup adaiah perisniian antara pelakn psaha vang memnat persyaratan bahwa
pihak yang menerima barang dans elau jasa hanya skan emasok atae tidak memasok
kembali barang dan alau jasa kepada pitak fertentu pada tempst persentu alan perjaniian
yang memuat persyaralsn babwa pihak yang menerima barang dan atou jasa terfenty
herus bersedia membell barang dan atau jasa lain dari pelaku usabla pemasek atau
perjanjian mengenai harga atau potongan hargs tertentu atas bareng dan atay jasa, yang
menuat persyaratas bahwa pelaky usaba yang menerima barsnp dan atae jass dari pelaku
usaha pemasok hares bersedin membeli barang dari pelaku usaha pemasok staw tidek
akan membeli barang dan atau jasa yenp sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang
menjadi pesaing dari pelalu ussha penwisok
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b, Kegiatan yang dilarang™®;

¢. Posisi Dominan

d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);

€. ‘Tata cara penanganan perkara atau hukum acarg persaingen usaha;
f. Ketentuan mengenai sanksi, baik pidana maopun administratifl

Secara eksplisit dalam Undang-Undang Persaingan Usaha tidak
menyebutkan prinsip Rule Of Reason Dan Per Se Hlegal. Tetapi seperti sudah
dikemukakan diatas, ferdapat beberaps pendapat yang roengatakan bahwa
ketentuan-keientuan dalam Undang-Undang Persainpan Usaha termasuk dalam
kategori Rule Of Reason dan Per Se llegal Untuk itu dapat dikemukakan
beberapa hal, pertama, bahwa keberadaan prinsip Rule Of Reasor dan Per Se
merupakan suatu usaha pengenalan prinsip fersebut vang telah dipunakan sejak
lama di Amerika sebagai konsekuensi Jogis dari adopsi hukum. Kedua, kalaupun
akhimya para peneliti mengemukakan bahwa ketentvan tertentu pada Undang-
Undang Persaingan Usaba termasuk dalam klasifikasi tertenty dari kedua prinsip
tersebut maka hal tersebut merupakan penafsiran sepihak dari para peneliti.
Dimanz para peneliti tersebut menggunakan Rule OF Reason dan Per Se Hiegal
vaog ada pada sistem hukum persaingan Amerika untuk diterap-analisiskan pada
ketentuan Undang-Undang Persaingan Usahs, Ketiga, berkaitan dengan dua hal
diatas perlu ditemukan “legitimasi® karena pada saat pembentukan Undang-
Undang Persaingan Usaha sering dikemukakan bahwa undang-undang tersebut
merupakan adopsi dari Sherman Act i Amerika. Undang-Undang No. 5 Tahun
1999 sangat dipengarohi oleh  Asnfitrust Law  Amerika  Serikat  dalam
pembuatannya.

Konsgkuensi dari adopsi hukum adalah tidak berlebihan apabila Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembagai pengawas berani
menyaiakan bahwa substansi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pada ketentuan

1§, Perjanjian dengen pihak luar seger! pdalab pelaku usahs dilarang membual perjssiian
dengan pihak huin di huar negeri yang memuat ketentuan vang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak schat

* Undang-Undang Notor 5 Tehun 1999, Op.Cit, Pasal 17-24
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yang mengatur perjanjian dan kegistan yang dilarang merupakan perwupud-
nampakan dari prinsip tersebut. Hal tersebut nampak pada salah satu pelaksanaan
tugas komisi untuk menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan
Undang-Undang Persaingan Usaha®® Dalam leaflet yang dibuat oleh KPPU
dinyatakan bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak kurang dard 19 pasal
pelarangan yang bersifat Ride Of Reason, diantaranya yaitu;
a. Perjanjian oligopoli, perjamian unfuk menetapkan harga dibawah pasar
{predatory pricing), permbagian wilayah, kartel, trust, oligopseni, integrasi
vertikal, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.

b. Kegiatan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekonpkolan

tender,

¢. Penyalshgunaan posisi dominan melalui perangkapan jahatan dan

penggabungan, peleburan, dan pengambilaliban usaha.

Sedangkan prakiek usaha vang Per Se Hlegal diatur kurang dalam enam
pasal Undang-Undang No. § Tahuo 1599;
4. Perisniian untuk menetapkan harga (price fixing), diskriminasi harga,
pembaoikotan, dan perjanjian tertutup (exclusive dealing).

b. Kegiatan persekongkolan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran
produk dan/atau jasa pesaing.

¢. Penyalahgunaan posisi dominan dalam hal penghambatan igrhadap
konsumen untuk mendapatkan barang/jasa yang bersaing dari segi harga
maupun kualitas, dan perangkapan jabatan di perusahaan besar dengan
pasar yang sama atau bidang yang terkait,

Pasar pemtkiran atsu alasan KPPU yeng berani menystakan bahwa
ketentuan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha termasuk dalam kategori
Rule Of Reason dan Per Se Illegal adalah bahwa KPPU mendasarkan diri pada
penafsiran seliap pasal dengan menggunakan analisis dari kedua prinsip tersebut.
Dikatakan herdasarkan penafsiran karena memang undang-undang sendin tidak

“ Undang-Undang Nomer § Tahun 1999, Op.cit, Pasal 35 huruf
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menyatakan secara tegas tentang keberadaan Rule Of Reason Dan Per Se Hiegal,
sehingga hal ity dimungkinkan melalui cara penafsiran.

Ekonomi bukan hanya schuah teori tentang kesadaran perilaku manusia
tetapi adalah suaty studi tentang tingkah lzku yang rasional yang sesuai dengan
keadaan-keadaan atay piliban-ptlihan yang rasicnal. Atau juga dapat dikatakan
bahwa ckonomi adalah salah satu studi tentang tingkah lakyu yang rasional dalam
menghadapi masaleh kelangkaan {scaercity).hal ini menyebabkan antara hukum
dan ekonomi tidak dapat dipisahkan, Sistem hukum juga berbadapan dengan
kelangkaan, Hal ini bila keadaan sudah sempuma atau baik, maka mungkin tidak
periu lagi ada hukum, negara dan mungkin hidop menjadi jesuh dan
menbosankan.

Sistem hukum juga merupakan suatu pola tingkah lzku yang rasional pula.
Hukum ingin mempengaruhi sesuatu mengenal sanksi scbagal suatu aspek yang
memaksz dan hukum bahwa orang akan tahu mengenai suatu konsekuensi dari
vang dilakukannya. Kewgjiban hukum merupakan suatu prediksi, bahwa jika
seseprang  berbuat atau tidak berbuat seswsty maka is akan mengalami
kesusuahan, Legislator dan hakim percaya bahwa orang akan menjawab ancaman
tersebut dengan memodifikasi tingkah lakunya untek memimimalkan biaya dari
ketaatan dan sankst. Negara mencoba meminimalkan biaya dari pelaksanaan svatu
sanksi dengan mengharapkan terciptanya ketaatan dari masyarakataya.”' Dunis
sarjana ekonomi mulai dengan perdagangan bebas dan dunia sarjana hukum mulai
dengan peraturan, dimana doa disiplin im  selelv melahitkan  different
prescriptions mengenal interaksi sosial.

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatioadja, 8.H.,LL.M berpendapat bahwa hukum
sehagai sarana pembangunan dan penerapan konsepsi ini sebagai langkeh
kebijaksanaan politik hokumn indonesia serfa langkah-lfangkah pelaksanaannya
sehingga pembinaan hukum nasional dan hukum sebagai sarans pembangunan
memiliki suatu konsckuensi hukum positif nasional Indonesia vang akan dijadikan

% AM Trianggraini, Pendekatan per se illegal dan Rule of Reasow dulomUndang-Undang
Larangan Praktvk Monopoli dan persatngan wisaha tidak sehuat, Disertasi Doktoral FH Universitas
Indonesia, him. 13

¥ fhid, blm13

# frank Bastbrook, “The inevitability of iaw and econonptics™, Legal Education Review, Vol.1,
Ne.l, 1989, him 34
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schagal sualu sarana pembangunan masih memerlukan pembaruan dan
pembinaan.” Hal ini juga membawa suatu kondisi logis bahwa hukum itu harus
menunjang perkembangan perekonomian, (Heh Kkarena itu, dalam rangka
pemerimtah sebagai regulator dalam mengawsasi dan membina sektor usaha di
negaranya dalam upaya menciptakan dan menjaga keberlangsungan persaingan
usaha khususnya di sekior pembiayaan dengan terbentuknya undang-undang
Republik Indonesia Nomor § Tahua 1999 tentang Larangan prakiek Monopeli dan
persaingan Usaha Tidak Sehat.

1.7. Kerangka Koasepsional
Pembangunan nasional & bidang ekonomi haruslah diarehkan kepada
terwujudnya kesejahteraan rakvat berdasarkan pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 dimana demokrasi dalam bidang ekonomi mengahendaki adanya
kesempatan yang sama bagi sctiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses
dijunl dan pemasaran barang dan stau jasa didalam iklim usaha yang sehat,
efektif, dan efisien schingga dapat mendorong pertumbuban ekonomi dan
bekerjanya ekonomi pasar yang wajar schingga tidek menimbulkan adanya
pemusatan kekuatan ekonom pada pelaku usaha tertentu,
Penuiisan ini mengpunakan berbagai istilah, dan untuk mengatas
perbedaan pengertian dari istilah-istilah itu, maka di bawah ini adaiah:
a. Monopoli
Penguasaan atas dijual dan atau penpussaan barang dan atau afas
penggunasn jasa fertentu ofeh satu pelaku usaha atan safu kelompok
pelaku usaha tertentu
b. Praktek monopoli
Pemusatan kekuatan ekonomi oleh sato atau lebih pelaku ussha yang
mengakibatkan dikvasainva produksi dan atau pemasaran atas barang dana
atau jasa tertentu schingga menimbulkan persaingan vsaha tidak sehat dan
dapat merugikan kepentingan umum.
¢, Pemusatan kekuvatan ekonomi

¥ Moshtar Kusumaatmadjs, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandang,
2006, Hn 85

_ Richi Aprian, FH U1, Uiy eTsitas Indonesia
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Penguasaan yang nyata atas suatu pasar yang bersangkutan oleh satu atau
lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atav jasa.
. Posist dominan

Keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di
pasar bersangkutan dalam kailaanya dengan pangsa pasar yang dikuasai,
atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar
bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan untuk menyesuaikan akses
pada pasoka atau penjualan serta kemampusn untuk menyesuaikan
pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu

. Persatngan Usaha Tidak Sehat

Persaingan antar pelakuy usaha dalam menjalankan kegiatan produksi den
atau pemasaran barang dan atau jasa vang dilakukan dengan cara tidak
fujur atau melawan hukum atau menghabat persaingan usaha

Chigopoli

Pelaku usaha dilarang membuat oerjanjian dengan pelaku usaha lain untok
secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atav pemasaran
barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan teradinya praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

. Trust

Pelakw ussha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha faun
untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan
atau perseroan vang lebih  besar, dengan fetap menjaga dan
memperishackan kelangsungan hidup masing-masing perusshaan atau
perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau
pemasaran atas barang dan atuu jasa, sehingga dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atan persaingan usaha tidak sehat

. Integrasi Vertikal

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang
bertwjuan untuk menguasai produksi sgjumiah produk yang termasuk
dalam rangkaian produksi barang dan jasa tertentu yang mana setiap
rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik
dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung yang dapat
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mengakibatkan tedadinya persaingan usaha tidak sehat dan  atau
merugikan masyarakat. ‘

f.easing Atau Sewa Guna Usaha

An Agresment coonveying the right to use the property, plomt or
equipment( Land and/or depreciabel assetsjusually for a staded period of
fime,

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara
feasing dengan bak opsi (finance Lease} maupun leasing tanpa hak opsi
(operating Lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee)
selama jangka waktu fertenty berdasarkan pembaysran secara berkala
Perusahaan legsing

Badan usaha vang melakukan kegiatan pebiayaan dalam  bentuk
penyediaan barang modal secara financial lesse maupun operating lease
untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selas jangka waktn terieatu

berdasarkan pembayaran secars berkala,

. Financial Lease

Suatu bentuk leasing dimana pada akhir masa kontrak mempunyai hak
opsi untuk membeli objek leasing berdasarkan nilal sisa yang disepakati
bersama,

Operating lease

Kegiatan feasing dimana penycwa guna usaha tidak roempunyai hak opsi
untuk membeh objck feasing,

. Non-independent Leasing Company

Perusahaan feasing yang memiliki hubungan vang dekat dengan Suplier
dari barang modal,

Suatu perusahaan yang merpunyai hubungan langsung dengan Suplier
barang modal, dimana pendirian perusahaan Jeasing untuk meningkatkan
penjualan barang medal yang dijual oleh Suplier yang bersangkutan

. Independent Leasing Company

Perusahaan feasing yang tidak memifiki hubungan vang dekat dengan
Suplier barang modal Perusahaan yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan
suatu Suplier barang modal sehingga dalam pembizyaan barang modal
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vang dilakukan oleh Independent Leasing Company dapat beragam( tidak
terfokus pada satu merck barang modal, tetapi dapat terdin dani berbagai

merek maupun jenisnya).

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, penulis menguraikan
sistematika penulisan sebagai berikut

Bab 1 Pendahuluan. Pada bab ini beriksikan ursian mengenai latar
belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penehtian, kerangka pemikiran
(terdiri dari kerangka teoritis dan kerangka konsepsional), metode penelitian, dan
sistematika penulisan laporan penelitian,

Bab 1 Pengaturan Mengenai Non-Independent Leasing Company Di
Indonesia. Bab ini menguraikan tenfang pambaran umum mengenal Non-
Independam Leasing Company { sejarah perkembangan Leasing di Indonesia,
pengertian  Non-Independent  Leasing Company,  perbedaan antara Now-
Indepentdent Leasing Company dan Independent Leasing Company, jenis transakst
leasing, jenis dan tata cara pelaksanaan transaksi Nem-Independent Leasing
Company), peranan Bapepam LK datam melakukan pengawasan dan pengaturan
terhadap Non-Independent Leosing Comparny, Dasar hukum fungsi pengawasan
dari Bapepgam-L K dan bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-
LK dan lembaga lain penunjang pengawasan terhadap Non-Independeni Leasing
Company

Bab I Non-Independent Leasing Company Ditimjau Dari  Hukum
Larangan Praktck Monopeli Dan Persaingan Usaha Tidak Schat 131 Indonesia
Bab ini menguraikan tentang finjauan hokvm larangan prakiek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat di Indonesia terhadap Non-fndependeni Leasing
Company (Penerapan pripsip nepara kemakmiuran dan prinsip bukum sebagai
serana pembangunan dalam Pengaturan Undang-Undang Larangan Prakiek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, Tinjauan terhadap
Nen-Independent Leasing Compary dengan pendekatan per se illegal, rule of
regson,dan economic analysiz of law dalam mencari pembuktian apakah praktek

uszha  vang dilakukan oleh Nom-Independent Leasing Company  dapat
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bertentangan dengan Undang-Undang Larangas Praktek Monopolt dan -

Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Studi Kasus )
Bab V Kesimpulan Dan Saran. Sebagai bab terakhir maka di dalamnya

akan dirumuskan secara singkat, padat dan jelas, hal-hal yang disimpulkan dari
hasil penelitian ini yang menjawab pokok permasalahan dan juga saran dari hasil

penelitian.

¥ tas nesia
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BABII
PENGATURAN MENGENAI NON-INDEPENDENT LEASING
COMPANY DI INDONESIA

2.1,  Sejarab Perkembangan Leasing Di Indonesia

Perkembangan dalam suato masyarakat terlihat dari perkembangan lembapa
vang ada pada masyarakat tersebut, batk di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik,
Perkembangan ini merupakan suatu upaya sadar yang dilakukan untuk mengubah suata
kondist dari suatu tingkat yang dianggap kurang bsik ke kondisi baru pada tingkat
kualitas yang dianggap baik atau paling baik™ Untk ito, perkembangan atau
pembangunan vang dilaksanakan merupakan pembangunsn yang menyeluruh dalam
semua sekior tersebut diatas.  Salah satu perwujudan pembangunan yang menyeluruh
pada suatu bangsa adalah dengan ferjadinya perkembangan donig usaha baik dalam
sektor usaha berskala besar, menengah, keeil maupun mikeo. Perkembangan ini juga
menuntut peran serta pihak swasia dalam pelaksanaan pembangunan akan semakin
meningkat. Perkembangan inl membutuhkan modal yang besar schinpga menciptakan
suatu alternatif bag! dunia usaha dalam mempereleh modal yaity melalei apa vang
dikenal dengan “Leasing”™,

Usaha Leasing dalarn arti Tuas telah ada sejak lama, dan menpalami perjalanan
sujarah vang panjang dengan berbagai variasinya. Orang-orang Samaria sudah
mengenal sistem sewa-menyewa berupa tanah pertanian oleh pemilik tanah. Sedangkan
penulis lain menyatakan bahwa kegiatan leasing telah ada sejak tahun 5000 SM tetapi
kepopulerannya masih jash tertinggal dibandingkan dengan bank atau lembaga
keuangan lainnya**

Transaksi leasing semi-medem baru mulai diprakiikan di Inggris, namun pada
tahun 1870-1880an dianggap mulai berkembang pesat. Hal ini ditandai pade periode
tersebut, kegiatan leasing berkembang berbeda dengan kegiatan lease tapah terdabulu

* Muthadi Op.cit
% Krisna Wijaya, “Leasing di Indonesia™, Infobank, Edist No 55 tahiun 1984, bim.34
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dimana lessee telah dibebani kewajiban mengembangkan tanah tersebut dan menambzh
bangunan yang dianggap perlu sehingga menaikan nilai objek leasing. Dalam bentuk
ini juga mulai diperkenalkan jaminan agar lessee membayar sewa dengan segera dan
juga memenuhi janii membangun jika wakiunya tiba. Sedangkan lembaga leasing di
Amerika Serikat pertama kali tumbubh sekitar tahun 1877 dimana pada saat itu
perusahaan The Bell Telephone Company mulai melakukan kegiatan usaha leasing
peralatan teleponnya kepada masyarakat. Pada tabun yang sama di Philadelphia juga
divintis transaksi leasing untuk gerbong kereta api yang dilakukan oleh The Railroad
Company Trust dan juga oleh The North Central Wagon Compary, England Sehingga
sejak saat itulak leasing mulat dikenal di masyarakat Amerika Serikat™

Setelah perang dunia ke II. Leasing mengalami perkembangan vang pesat di
Amerika Serikat dimana bidang geraknya menjadi lebih luas, karena yang pada awal
ruang gerak usaba leasing hanya twerbatas pads bidang usaha tertentu sajo, meluas juga
ke bidang vsaha lain seperti perhotelan, perindustrian, pertanian, pengangkutan, kapal
terbang dan jugs alat kebutuban rumah tangga. Pada ahun 1952, seorang usahawan
terkenal Mr, Henry Schoenfeld mendirikan sebuah perusahaan vang bergerak dalam
usaha leasing di Amerika Serikal. Perusahaan ite didirikan dengan modal dasar sebesar
US % 28,000,- yang kemudian berkembang menjadi perusahaan leasing yang paling
terkemuka di Amerika Serikai. Dalam perkembangan kemudian, usaha leasing ferus
berkembang tidak hanya di Inggris dan Amerika tetapi juga beckembang di Eropa dan
bebera negara di Asia seperti di Jepang, Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, Singapura,
serta malaysia dan Indonesta.

Di Indonesia, Usaha Leasing mulai dikenzl pada tahun 1974, dimana pada saat
itu Indonesia sedang membangun, Pada tanggal 7 Febuari 1974 dikeluarkan keputusan
bersama liga mentri yaitu Menteri Kenangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri
Perdaganpan dan Koperasi No; Kep-122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/MK/SK/2/1974 dan
Nomor 30/KBP/A/1974 tentang Perizinan Usaha Leasing beserta berbagal surat
keputusan dan surat edaran menteri dan ketentuan perjanjian yang terdapat dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata mengenat perjanjian pada wmumnya.

% Bddy P. Soekadi, “Mekanisme Leasing”, Graba Indonesia, Jakarta 1987, Him.19

- - q =
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Industri Leasing 4i Indonesia dalam tumbuk dan kembangnya dapat dibagi
menjadi dua tahap vaitu tahap I sampai dengan tahun 1988 dan tahap selanjutnya seielah
tahun 1988 atau setelah deregulasi paket Desember 1988, dalam tahap | industri leasing
di Indonesia masih dikatakan industri yang masih balita sampai tahap remaja.
Pertumbuhan pada masa ini masih dikatakan merangkak dan jumlah perusahaan leasing
masih sedikit. Tahap selaniotnya yvaitu fahapao setelah deregulasi diawali dengan
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 yang dibarengi dengan dikeluarkannya
Surat Keputusan Menterl Keuangan Nomor 1251/KME.013/1988 tangpal 20 Desember
1988, Dalam periode ini pemerintah mulai melakukan pembenahan, dimana pada wakiu
itu peraturan yang semula terdiri dari berbagal macam dinyatakan tidak berlaku dan
diganti dengan satu peraturan vang diharapkan dapat mencakup sebagian besar masalah
yang perlu diatur.®’ Dengan adanya deregulasi ini, para invesior maupun calon ipvesior
di bidang leasing diberi kesempatan untuk meningkatian statusnya sebagat lembaga
pembiayaan dan juga ditunjang sebagai akibat perkembangan ekonomi yang kian pesat
pada saat v,

Kehadivan usaha leasing di Indonesia ternyata telab menciptakan wahana baru
untuk pengembangan investasi bagi dunia usaha, baik usaha kecil dan mikro, menengah
maupun sektor usaha besar. Dengan adanya usaha leasing ini, pengusaha dapat
melakukan perluasan produksi dan penambehan barang modal dengan cepat dap juga
dapat dijadikan alternatif pembiayaan.

Pada hakiketmya, perlussan ussha memang membutubkan mnjangen sektor
modal yang besar, khususnya bantoan persletan modal untuk proyek-proyek baru
maupun dalam meningkatkan produksi secara efisien dan cepat. Karepa itu, leasing
adalah salah satn bentuk pembiayaan yang sengat penting di dalam dunia usaha atau
dapat dikatakan bahwa leasing merupakan suate alternatif bentuk pembiayaan yang baik
bagi perusahaan yang kekurangan modal atau yang hendak menghemat pemakaian dana
tanpa kehilangan kesempatan untuk melakukan investasi™.

Paket kebijaksanazn pada 20 desember 1988 itu, pemerintsh mulai
memperkenalkan Usaba Lembapga Pembiayaan yang tidak hanya kegiatan Leasing saja,

% Budi Rachmat, Op.cit, him 57
# Charles Dulles Marpaung, "Pemahaman Mendaszar Atas Hsaho Leasing”, tategrita Press; 1985, him.1
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tetapi juga meliputi usgha pembiayaan lainnya. Paket kebijakan itu vang dituangkan
dalam keputusan presiden Republik Indonesia No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga
Pembiayaan. Ini memperiuas jenis kegiatan usaha pembiayaan menjadi®:

a. Sewa Guna Usaha (Leasing) '

b. Modal Ventura (Venture Capital)

¢ Anjak Piutang

d. Pembiayaan Konsumen (Corsumer Finance)

e. Kartu Kredit (Credit Card)

f. Perdagangan Surat Berharga (Security House)

Pada perkembangannya, kegiatan perdagangan surat berbargs berdasarkan
keputusan Memteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1236/KMK.00/198% pada
fanggal 18 November 1989 tidak lagl menjadi kegiatan lembaga pembiayaan. Hai ini
disebabkan kegiatan perdagangan sural berharga lebih mergpukan lembaga penunjang
pasar modal. Ssmentara itu kegiatan Modal Ventura vang memiliki karekteristik yang
berbeda dengan jenis kegiatan lembaga pembiayaan lainnys. Hal ini disebutkan dalam
keputusan Menterl Keuvangan Republik Indonesia No 469/KMK.017/1995 pada tangpal
3 oktober 1995 yang juga disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 84/KMK.012/2006 tentang Lembapa Pembiayaan schingga lembaga

vembiayaan terbagi menjadi™:
a. Sewa Guna Usaha (Leasing)
b, Anjak Piutang (Factoring)
¢. Pembiayaan Konsumen {Consumer Finance)

d. Kartu Kredit (Credit Card)
Perusahaan pembiayaan hingga Desember 2007 terdapat sebamyak 217
Perusahaan Pembiayaan dengan 1.544 kantor cabang vang tersebar di seluruh Indonesia.
Kinerja perusahaan pembiayaan semakin menunjukan peningkatan, Hal ini terlihat dari

* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tatun 1988 ientang Lembaga Pembiayaan
2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Momor 469/KME.017/1995 jo. Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomer $4/KMK.N 272008
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peningkatan total asset dani perusahaan pembiayaan tersebut. Hingga akhir 2007, total

asset perusahsan pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 16,5% dibandingkan
dengan tahun 2006, yaitu sebesar 108,9 triblun menjadi 127,3 wiliun. Sementara nilai
kegiatan pembiayaan meningkat sebesar 16.1% dari Rp. 92,8 triliun menjadi 107,7
triliun dengan perolehan laba tahun berjalan sampai dengan akhir 2007 sebesar Rp.4.4

tritiun. *'
Tabel 1
Perkembangan Kegiatan Usaka Perusahaan Pembiayaan®
Rincian Posisi (Triliun Rupiah} Perkembangan (%)

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2004 (2005 | 2006 | 2007
Jumlzh Perusahsan | 237 [23¢ {214 217 |08 |[-D4 93 14
{satnan}
Jumlah asset 788 1965 | 108911273575 223 128 1169
Kegiatan pembiayaan 87,1 102,51 928 1107,71444 (177 -S4 116,1
» Sewa (una Usaha 17,2 1320 264 (365 }60,7 {860 -174 1 383
» Amnjak Pintang 2.0 30 |38 122 |-750 500 276 | -42,1
s UsahaKartuXKredit 10,049 1,5 004 |14 510 [2961,2]973 | 34,0
¢ Pemb. Konsumen 67,8 |66,0 1625 1676 833 |27 5,2 |82
Pinjaman 489 1611 | 652 1768 (552 [249 6,7 117,8
¢ Dalam Negeri 24,1 (29,7 1332 (40,5 1331 (232 1.8 [ 219
o Luar Negeri 248 (314 1320 (363 |851 |266 1.9 | 134
Obligasi 8,9 10,2 110,1 1128 [122,5 146 1,1 1267
Modal Disetor 0,5 125 (13,8 (147 1193 190 106 16,5
Laba {Rugly Tahun]30 3,5 3,1 4.4 57,9 116,7 -42,8 | 38,7
Berjalan

Namun, bila kita melihat pada sumber pendanaan perusahaan pembiayaan, maka
hingga akhir Desember 2007, sumber utama pendansan Perusahaan Pembiavaan berasal

& Bapepam-LK, Anwual Report 2087 Rafarmasi Birokrasi sireamlining Process and Procedure, him, 53

2 Thid, hlm. 53
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dari pinjaman bank dalam negeri, yakni sebesar 24%. Untuk sumber pendanaan di luar
perbankan meliputi pinjaman lainnya termasuk pinjaman subordinasi sebesar 9%,
Obligasi sebesar 10% dan Modal sebesar 19%. Sedangkan sumber dana yang berhasil
perusahaan pembisyaan mengalami peningkatan sebesar Rpl8,4 triliun atau naik 16,9%
dibandingkan dengan akhir tshun 2006. Peningkatan sumber dana tersebut berasal dari
pinjaman, obligasi, dan setoran modal. Pinjaman bank yang diperoleh dari dalam neged
meningkat sebesar 19,1% dan pinjaman bank yang diperoleh dari luar negeri mengalami
peningkatan sehesar 19,8 % dan pinjaman lainnya diluar bank yang diterirna dari dalam
negeri mauvpun dari luar negeri masing-masing mengalami peningkatan sebesar 8,6%
dan 4,3%, sementara sumber pendanaan dari penerbitan obligast memngkat sebesar 27,7
%. Peningkatan nilai obligasi inl menunjnkan bahwa perusghaan pembiayaan dapat
memanfaatkan alternatif sumber dana di luar perbenkan, Sedanpkan peningkatan
sumber perdanaan dard modal meningkat sebesar 29,6%.

Tabel 2

Perkembangan Dan Penggunaan Sumber Dana Perusahaan Pembiayaan®

Rincian Posisi (Triliun Rupiah} Perkembangan (%)
2004 | 2005 | 2006 | 2007 2005 2606 2007
Sumber Dang 8% 965 | RS [ 12731 Z1%% 12.8% 16.9%
» Piﬁém% Pk 354 49.2 3586 | 637 24.8% 8% 19.5%
- Dalam Negeri 6K | 250 | 298 | 355 | 202% 1 192% | 19.1%
- Luar Negeri 186 | 242 | 252 | 302 | 30.1% | 4.0% | 19.8%
» Pinjaman Lainnyal) 9.5 | 119 | 104 | 111 | 353% {-i26 6.7%
- Dalam Negeri 33 | 47 | 35 | 38 | 424% | -255% | 86%
- Luar Negeri 63 1732 1 10 | 23 | i6.1% | 28% 4.3%
Obligasi LAY 12 6.1 129 i4.6% »1.0% 21 7%
Modal 10.7 117 189 | 243 9,3% 41.5% 25.6%
Lain-lain ‘ 10.4 13.5 14.5 131 29.8% 74% 0. 1%
Penggunaan Dana: 789 | 965 | 1089 | 1273 ] 22.3%% 12.8% 16.9%
« Pembiayaan 530 | 616 | 93.1 | 10771 254% | 377% | 15.7%

& Ibid, him. 54
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« Simpanan pada Bank 30 | 32} 28 | &4 87% | 1103% | -54%
* Penyertaan 0.3 o} 0.1 0.1 #.0% 0.0% 0.0%
* Lain-lain 209 | 256 | 128 | 134 | 169% | -500% | 4.7%

Dari sisi penggunaan dana, komposisinya tdak mengalami perubahan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana sebagian besar dana perusahaan
permbiayaan disalurkan dalam bentuk kegiatan pembiayaan yaity sebesar Rp. 107,7
trilion atau sebesar 85% dari total dana vang dimiliki, Sedangkan bila dilthat dari
kolektibilitasnya, kualitas aktiva produktif perusahaan pembiayaan untuk kegiatan
pembiayaan yang terdin dari sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit pada katepori
lancar menunjukan perkembangan yang membaik bila dibandingkan dengan tahun
sebelumnya dan hanya pada pembinyaan konsumen vang mengalami penurunan. Pads
tahun 2007, kuslitas akfiva produktif untuk pembiayasn scwa guna usaha dan
pembiaysan konsumen tercatat scbragai persentase ferbesar pada kategori “ancar”,
Sedangkan untuk anjak piutang, kualitas aktivanya tercatat scbagai persentase terbesar
pada kategori kredit macet.

Tabel 3
Perkembangan Kualitas Aktiva Produktif®

Kegiatan 2003 2006 2007

Y | DR L TVl M i TR B

Sewa Guona Usaha § 93,8 | 0,7 | 5,5 | 96971 0,54 | 249 19709 0,62 | 2,29

Anjak Piutang 773 1 36 | 19,1 176361 2,42 | 18,91 | 84,08 | 4,15 | 11,77

Kartu Kredit 90,51 45 1 46 190,81 | 405 | 514 193,021 324 | 3,74

Pernb, Konsumen | 995§ 0,1 04 198,15] 061 | 1,24 19728 1,15 ] 1,57

Ket:
1. : Lanear
D : Dirggukan
M : Macet

™ Wid, him 53

. o Univgm‘itas Indonesia
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Sernakin berkembangriya jumlah perusahaan pembigyaan ini,merupakan suatu

bukti bahwa sektor usaha ini sangat diminatt oleh pelaku usaha di Indonesia. Sehingpa

pada 29 september 2006, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan
keputusannya Mo 84/PMK.012/2008 tentang perusahaan pembiayasn. Dan beberapa
peraturan lain yang mengatur dan melandari kegiatan perusahaan pembiayaan pada

umumnya di Indonesia, vaitu

&.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tangpal 20
Deseraber 1988 tentanp Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/ KMK.013/1988
tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan
Lembaga Pembiayaan

Keputusan menteri kevangan Republik Indonesia nomor 1281/KMK.00071989
tanggal 8 November 1289 tentang perubahan kefentuan mengenal Perusabaan
Perdagengan Surat Berharga dalam Keputusan Menterit Keuangan Republik
Indonesia No 123U/KMK.G13/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang
ketentuan dan iala cara pelaksanasan Lembaga Pembiayaan

Keputusan menteri kevangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991
tentang kegiatan Leasing, pada tanggal tanggal 27 November 1991

Surat Bdaran Direictur Jendera! Pajak Departemen Keuaapan Republik Indonesia
Mo, SE-29/PJ.42/1992 tentang perlakuan paiak pengehasilan terhadap kegistan
Leasing, pada tanggal 19 Desember 1992

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Departernen Keuangan Republik Indonesia
No SE-10/P142/1594 tanggal 22 Maret 1984 tentang perlakuan  pajak
penghasilan dan pajak pertambahas nilai terhadap perjanjian Leasing dengan
Hak Opsi vang berakhir Menjadi lebih singkat dam masa Leasing yang
disyaratkan dalam pasal 3 keputusan menteri keouangan Nomor.
1169/KMK.01/1991

Keputusan menteri kevangan Republik Indonesia Nomor 603/KMK.04/1994,
tanggal 21 Desember 1994 tentang besarnya angsuran pajak penghasilan dalam
Tahun pajak berjalan yang harus dibayar bagi wajib pajak baru, bank, Zeasing
dengan hak opsi, badan usaha milik nezara dan badan vsaba milik daerah
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. Keputusan Menteri Kevangan Republik Indonssia nomor 80/KMK 04/1895
tangpal 6 febuari 1995 tentang Besarnya Dana Cadangan yang Boleh
dikurangkan sebagai biaya

Surat Edaran Direktorat Jendersl Pajak Departmen Keuangan Republik
Indonesia Nomor SE-31/P14/1995 tanggal 21 Juni 1995 tentang Besarnya
Pembayaran Pph pasal 25 yang harus dibayar Wajib Pajak Baru, bank Leasing
dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
Surat FEdaran Direktorat Jenderal Pajak Departmen Xevangan Republik
Indonesia Nomor S-133/P1.33/1995 tanggal 11 September 1995 tentang Pajak
Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan Berkaitan
Dengan Transakst Financing Leasing

. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Departmen XKeuargan Republik
Indonesia No.SE-34/PJ.53/1995 tanggal 11 Agustus 1995 tentang perlakuan
PPN atas Jasa Pembiayaan Kongumen, Kartu Kredit , dan Kartu Debit

Surat Fdaran Direktorat Jenderal Lembapa Kevangan Republik Indonesia
Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-1078/LK/1996 tanggal 27
Febuari 1996 temiang Pctunjuk Pelaksanaan Pelaporan dan Sanksi bagi
perugahaan pembiayaan

. Keputusan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000
tentang perusahasn pembiavaan, pada tanggal 27 Oktober 2000

. Keputusan Menien Keuangan Republik Indonesia No 172/KMK.06/2002
tentang perubahan atas keputusan menteri kevangan No 448/KMK.017/2000
tentang perusahaan permbiayaan, pada tanggal 23 april 2002

. Keputusan Menteri Keuvangan Republik Indonesia No 185/KMK.06/2002
tentang penghentian pemberian izin usaha perusshaan pembiayaan, pada tanggal
24 april 2002

. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 45/KMK.06/2003 tentang
penerapan prinsip pengenalan nasabah bagi lembaga kevangan non bank tanggal
30 Januari 2003
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g. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No, 2833/LK/2003
tanpgal 12 Mesi 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip
Pengenalan Nasabah
r. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 84/PMK.012/2008 tentang
perusahaan pembiayaan, pada tanggal 29 september 2006
2.2, Pengertian Nen-Independent Leasing Company

Sebelum kita mencari pengertian mengenai Non-Independent Leasing Company,
maka terlebih daholu kita akan mencari pengertian mesgenai Leasing itu sendird,
Yeasing berasal dari kata dasar “lease” dalam Bahasa Ingris yang berard
“menyewakan”, Seielah lembaga pembiayaan leasing int mengalami perkembangan
vang pesat, maka banyak sarjana mencoba untuk mengalihkan istilah Leasing ke dalam
bahasa nasions! lairmya, Negara Belanda memberikan terjemahan atas Fingnelad Lease
sebagel Huurfinanciering atau Financieringshuyr. i Belgia dikenal dengan istilah
Explotatieve Huyr untek Operational Leasing. Dan di Jerman digurakao istilah
AMitfinanzierung sebagai terjemahan dari Financial Lease.

Glenn L. Johnson dan James A Geniry Jr. Mengemukakan bahwa «

“4d lease is a contractunl agreement whereby the lessor (ownerrentorjgranis

rights io the lessec (tenmani) to use real or personal property jor a special

period of time in return for compensation, usually in the form of specified

periodic cush payments {rents). Because the lease iy g confract between the

lessor and lessee, it can widely, depending on the lease provisions agreed

S
upon

Berdasarkan pengertian distas dapat dikatakan bahwa leasing adalah suatu perjanjian
yang memberikan bak menggunakan suatu barang oleh pemilik {lessor) kepada pemakai
{lessee) dengan imbalan jusa kepada pemilik barang dalam bentuk pembayaranan secara
tunai dalam jangka wakiu tertentu secara berkala yang syaratnya sangat bervariasi,
tergantung pada ketentuan yang disepakati bersama.

Menurut Equipment Leasing Association, Inggris, Leasing diartikan sebagai:

 Glen L, Johnson and Jamens A, Gentry SR. Finney and Miller's, Principles Of Accounting
Intermedioie, Seventh Bdition, Prentice Hall {ae,, Engle Wood Cliffs. New Jersey, Charles B, Tultie
Company Tokyo, him 203
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“ A Lemse is a condract between a lessor and lessee for hire of speific assel
selected grom g manufaclurer or vendor of such asset by the lessee. The lessor
retrains ownership of the assei, the lessee possesion and use the asset of

payment of specific retais over periad”®

I3 Indonesia, terdapat beberapa sarjana yang mencoba menterjemahkan kata
Lease kedalam Bahasa Indonesia. Rochmat Scemitre menyebutkan lease sebagai sewa
barang dengan hak opsi®.. Sedangkan R. Subektt menyatakan bahwa Leasing adalsh
tidak lain daripada perjanjian sewa-menyewsa, dimana Lessor yang sering merupakan
suatu perusahaan termasuk sevice pemehiharaan dan lsio-lain untuk jangka waktu
tertentu™. Sedangken bilx kita melihat pada Keputusan Menteri Keuangan Repubiik
indonesia Nomor 34/PMK. 012/2006 tentang Perugshaan Pembiayaan menjelaskan
bahwa,

“Leasing (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang

modal baik secara Leasing dengan hak opsi (Finance Lease) maupun Leasing

tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha

(lessce) selama jangka wakitu tertentu berdasarkan pembavaran  secara

an g&m%”ﬁg

Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka yang menjadi unsur dari Leasing adalah:

a. Kegiatan pembiaynan barang modal, stau objek pembisyaan harus berbentuk
barang modal yaitu setiap akfiva tetap dan berwujud, termasuk tanah sepanjang
diatas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan dan merupakan satu
kesatuan kepemilikan yang mempunyai masa manfaat lebih dard 1 (satu) tahun
dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan atau
memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh lesyee

# 1T M Clark, Leasing, Mc. Graw Hill Book Company, U.K Lid, 1978 him 57-58

@ Rochmat Scemitro, Leasing Ditinjax Dari Segl Hykum Perpajokan di Indonesia, Makalah Pada
Diskusi Panel Leasing di Bandung, 5 April 1986, him 1,

88 R. Subekti, Areka Perjanjien, Penerbit; Alumni, Cetakan ke-6, Bandang, 1984, him 55

* Keputusan Menteri Kevangan RI No, 84/KMK 01272006, Op.cit, pasal 1
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Transaksi leasing dapat dibedakan menjadi 2 {dua} vaitu transaksi leasing
dengan hak opsi (Finunce Lease} maupun tanpa hak opsi (Operating Lease)

¢. Digunakan oleh Jessee dari fessor

adanya jangka waktu terientn
Pembayaran secara angsuran yang dapat dilakukan secara bulanan, dua bulanan,
tiga bulanen baik dimuka maupun di belakang vyang disesuaikan dengan

kesepakatan antara lessor dan lessee.

Sedangkan para pihak yang tersangkut dalam perjanjian leasing terdiri dari’®:

a.

Lessor

Adalah pihak yang menyewakan baeang, dapat terdiri dar beberapa perusahaan.
Terkadang disebut juga sebagai investor, equity-holder, owner-participants atau
juga ruster-owner

Lessee

Adalah pihsk vang menikmati barang tersebut dengan membayar sewa baik
yang memiliki mavpun tidak memiliki hak opsi

Kreditur

Atau lender atau disebut juga Debt-holder atau Ioan participants dalam traosaksi
leasing. Bentuk umumnya herupa Bank, insurance compay, dan frust

Supplier

Adalah penjual dan pemilik barang vang dileasingkan, dapat terdiri dari
perusahan vang berda didalam negerl atau yang mempunyai kantor pusat diluar

negeri.

Untuk membenkan gambaran yang lebih menpenal hansaksi leasing, berikut akan

dikemukakan bheberapa bentuk fransaksi perdagangan yang hampir sama dengan
transaksi leasing vaitu;

4.

Sewa Beli { Hire Purchase)

Dalam transeksi ini penjual menjual barangnya kepada pembeli dengan
perjanjian bahwa barga barang yang akan dilunasi dalam beberapa cicilan dalam
waktu tertenty, sesuai dengan yang telah disepakati. Barang disershkan oleh
penjual kepada pembeli pada waktu perjanjal ditandatangal, akan tetapi hak

™ Achmad Anwarl, feasing di Indonesia, Ghatia Indonesis, Jakarta 1986, him,10-11
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milik atas barang baru akan berpindah dari penjual kepada pembell manakala
cicilan pembayaran yang terakhir telah diterima oleh penjual.
Dengan demikian maka selama cicilan belum dilunasi, pembeli hanya
merupakan pemaskal barang tersebut saja, sedangkan pemiliknya tetaplah pada
penjual vang juga menanggung segala nisike stas barang tersebut. Pembeli tidak
memiliki hak opsi seperii dalam Jeasing, sebab hak milik atay barang vang
bersangkufan akan berpindah dengan senditinya kepada pembeli jika telah
dibayar lunas cicilan terakhimya’"

b, Jual Beli Dengan Angsuran {Insfalmesi Sale)
Dralam transaksi ini penjual menjual barangnys dengan cara menerima pelunasan
harga pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian. Hak milik atas barang
akan beralih sekaligus dari penjual kepada pembeli pada sast barang diserabkan,
Dalam perjanjian jual beli semacam ini, yang juga mempakan suato vardasi dar
perjanjian jual beli biasa, hak milik ates barang berpindah pada saat perjanjian
ditandatangani dan barang diserahkan oleh penjual kepada perabeli, walaupun
pembayaran harganya masih belum lunas. Harga atan sisa dari harga yang masih
belum dibayar merupakan utang dari pembeli. Setelah menerima barang
tersebut, pembeli menangguny risiko ates barang dan juga berhak untuk
mengalihkan atau menjual barang itu kepada pihak lainnya.

c. Jual Beli Dengan Hak Beli Kembali
PDalam transaksi ini penivat berhak membeli kembali barang yang telah
dijualnva dengan mengembalikan harga pembelian, ditambah dengan biaya vang
telah dikeluarkan oleh pembeli untuk melakukan pembelian serta ongkos
penyerahan barang, biaya uniuk perbaikan dan biaya pengeluaran yang telah
menyebabkan barang itu menjadi bertambah nilainya. Selama penjauatan
kembali kepada pemilik semula belum dilakukan, barang tf:tép menjadi milik
pembeli.

d. Sewa (Renting)
Dalam transaksi ini, hak milik bamng tefap berada pada pihak yang
menyewakan, sedangkan penyewa hanya memiliki hak untuk menikmati barang

7% Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No . 34/KP/L/80, tanggal 1 Febuari 1980
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tersebut selama jangka waktu tertentu dengan kewajiban membayar secara
berkala yang sewa yang telah disepakati dalam perjanjian. Penyewsa sama sekali
tidak memiliki hak opsi pada saat berakhirnya perjaniian.
Dan bila kita melihat dari bentuk perusahaan Leasing maka kita akan mengens]
dua bentuk perusahaan leasing vaitu’:
a. independent Leasing Company
Perusshasn vang berdiri sendiri, tidak terkait dengan svatu Suplier barang modal
sehingga dalampembiayaan barang modal yang dilakukannya dapat beragam
{tidak terfokus pada satu merck barang modal, tetapi dapat terdin dari berbagai
merck maupun jenisnyal.
b. Non-Independent Leasing Company
Perusahaan yang memgpunyai hubungan langsung dengan Suplier barang modal,
dimana pendirian perusahaan Leasing untuk meningkatkan penjualan barang
madal yang dijual oleh Suplier yang bersangkutan. Contohaya Suplier mobil,
untuk meningkatkan volume penjualan mobil mendirikan perusahaan Leasing
untuk menunjang penjualan mobil secara non-tunai yang dilakukannya.
Berdasarkan pengertian  diatas, Nown-Independeni leasing Company dapal
berbentuk anak perusahaan dard perusshaan Suplier barang medal itu sendiri sehingpa

memiliki keterkaitan yang sangat dekat dengan Suplier baraog modal.

2.3. Transaksi Leasing Dan Tata Cara Pelaksanaan Transaksi Non-Independent
Leasing Company
Transaksi yang dilakukan cleh Non-independent leasing company pada dasarnya
sama dengan transaksi yang dilakukan oleh Independent Leasing Company dan atau
leasing pada umumnya, Adapun transaksi feasing pada prinsipnya dapat terbagi menjacdi
4 {empat) jenis, yaitn;
a. Financial Lease
Dalam financial lease, perusahaan feasing (Jessor) adalah pihak yang membitayat
barang modal yang dibutuhkan olek penyewa (Jessee). Lessee memilih barang
modal yang dibvtuhken dan stas nama lesser melakukan pemesanan,

7 Budi Rachmat, Cip.cit, bim, 69
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pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi
leasing tersebut. Selama masa leasing, Jessee melakukan pembayaran secara
berkala dimana total seluruh pembiayaan ditambah dengan nilal sisa akan
mencakup pengembaiian harga perolehan dari barang modal yang dibiayai serta
modalnya yang meupakan pendapatan dan perusahaan leasing fessor).

. Operating Lease

Perusahaan leasing membeli barang modal dan selanjutnya di-feasing-kan
kepada Jessee. Berbeda dengan finance lease dimana jumlah pembayaran leasing
secara berkala dalam operoting lease tidak mencakup jumlah biaya yang
dikeluarkan untuk memperolch barang modal tersebut berikut dengan bunganya.
Dalam perusahaan Jegsing. Maka dalam operating lease membuiabkan keablian
khusus dari /essor untuk memelihara serta memasarkan kembadi barang yang di-
leasing-kan dimana Jessor bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan Jeasing
seperti asuransi, pajak maupun pemelibaraan barang modal yang bersangkutan.

. Sales-Typed Lease

Sales-typed lease adalah salah satn bentuk transaksi leasing, dimana Suplier juga
berperan sebagal perusahaan leasing, sehingga jumiah transaksi termasuk bagian
Iaba sudah diperhitungkan oleh Suplier. Di Indonesia, lessor yang mempunyat
fungsi ganda ind (idak diperkepankan oleh Departemen Keuangan Republik
Indenesia.

. Leveraged lease

Leveraged lease adalah suatu transaksi feasing, yang tidak hanya melibatkan
lessor dan lessee tetapi juga mehibatkan bank/ kreditor jangka panjang yang
membiayai bagian terbesar dalam transaksi.

Dari keempat jenis transaksi diates. hanya financial lease don operating lease

vang banyak dilakukan di Indonssia, Dalam pasal 3 ayat 1 Surat keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/KMK.012/2006 tentang Kegiatan Leasing
telah diatur kriteria pengelompokan transeksi Leasing yang terbagi kedalam Finance
Lease Dan Qperating Leuse.

Finance Lease adalah suatu transaksi Leagsing yang memilikd hak opsi yaitu hak

penyews guna ussha untuk membell barang modal yang di Leasingkan afau
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memperpaniang jangka waktu perjanjlan Leasing. Firance Leave memiliki kriteria

sebagai berikut yaitw

a. Penyewa Leasing memiliki hak opsi untuk membeh aktiva yang dileasing paa

akhir masa Leasing dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat
perisnjian Leasing dumulai

Sehuruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah
dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang
disewagunausahakan serta bunganya, sebagai keuntungan perusahaan Leasing
{(full pavout izase)

Masa Zeasing ditetapkan sekurang-kurangnya 2(dus} tahon untuk barang modal
Golongan 1, dan 3{tiga) tahun untuk barang medal polongan II dan 11l dan 7
tahun tntuk golongan bangunan

Ketentuang penggolongan jenis barang modal, ditetapkan berdasarkan pagal 11

Undang-Undang Nomor 7 talun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang kemudian diatur
oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 961/KMK.04/1983 dan Surat Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 826/KMK.04/1984 tentang Penentwan Jenis Harla dalam
Muasing-masing Golongan Untuk Keperluan Menghitung Penghasilan Kena Pajak dan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikatakn bahwa ciri-cin dagi transaksi Finance
Leaye adalah:

a.

Kepemilikan barang modal berada pada Jessor sampai dilaksanakannya hak opsi
beli barang modal diakhir kontrak sesuai dengan nilai sisanya (residual valve).
Barang Modal yang dibiayai bisa dalam bentuk benda bergerak maupun benda
tidak bergerak.

Jangka wakiu Legsing sama dengan umur ckonomis ataupun hampir sama
dengan umur ekonomis dari barang modal

Jumlah Lease Paymenr adalah nilai perolehan barang modal ditambah dengan
spread margin serta biayan lainnya

Lessor tidak dapat secara sepihak mengakhin kontrak perjaniian, sepanjang
tidak ada kesepakatan antara fessor dan lessee
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f. pemeliharaan barang modal dilakukan oleh /essee

g. fessor tidak boleh menyusutkan barang miodal

k. Angsuran /ease bukan Objek PPN dan PPh pasal 23
Operating Lease adalah transaksi Leasing fanpa adanya hak opsi dimana

transaksi inf memenuhi kriteria-kriteria, yaitu:
a. Jumlah pembayaran leasing sclama masa ‘easing pertama, tidek dapat menutupi
harga perolehan barang modal yang di-leasing-kan ditambah keuntungan yang
diperhitungkan oleh Lessor,
b. Perjanjian leasingy tidak memuat ketenfuan mengenal adanya bak opsi bagl
Jessee. Untuk mengetahui penggolongan barang modal seperti tercantum dalam
ketentuan pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tenmtang Paiak
Penghasilan jo. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008,
¢. lessor menanggung blaya pemeliharaan barang modal sehingga lessor
menanggung risiko ekonomi dan risiko keuangan barang modal.
d. hak kepemilikan berada pada fessor sehingga Zessor dapat melakukan
penyusutan barang modal dan merupakan Objek PPN dan PPh pasal 23
e, Pada Akhir masa kontrak, Jessee harus mengembalikan barang modal kepada
lessor
Kriteria dalam Leasing haruslah dicermati dengan baik antara /essor dan Jesses
sebelum mengikatkan dirfl dalam sebuah perianjian feasing. Karena perjanjain
Operating Lease dan Financial Lease memiliki implikast perpajakan dan akuntansi
vang berbeda. Sebagai contoh; untuk barang modal golongan I yang scharusnya
dibiayai minimal 3 (tiga) tahun, kemudian olch Jessor dibiayaai hanya 2 {dua) tahun
maka dengan kondisi ini mengakibatkan perjanjian fingncial lease berubah menjadi
operating lease.

Transaksi finance fease dan operating lease ini dapat dilakukan dalam 3 (tiga)
bentuk pembiayaan yaitu':

a. Direct Finaning Lease
Dalam bentuk ini, Jessee belum pernah memiliki barang moedal yang akan
menjadi objek pembiayaan leasing. Dengan demikian, Jessor atas nama lessee

B fhid, him 64-6%
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akan membeli barang modal terscbut secara langsung kepada supplier dengan

menggunakan nama jessor sebagai pemilik barang modal. Adapun mckanisme

dari direct financing lease, yaitu:

MEKANISME TRANSAKS] DIRECT FINANCE LEASE

5] 3
LESSOR o
7 'y Yy F b
¥ - L ¥
PERS.ASURANSI ) ) " SUPPLER
v 8
LESSEE

Keterangan:

I
2.

o

penandatanganan kontrak leqsing antara fessor dan lessee
penenmaan pembayaran pertama dan fessee, yang berupa:
a. securify deposit

b. pembayaran lease pertama, jika in advance

c. biaya administrasi

d. premi asuransi iahun pertama

¢. permbayaran pertama lainnya jika ada

pemesanan barang modal kepada Supplier

pengiriman barang modal ke alamat /essee

Lessor melskukan pembayaran kepada supplier

kontrak penutupan asuransi

pembayaren premi asuransi
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8. pembayeran legse bulanan
b. Sale and Lease Back
Dalam transaksi safe and lease back, lessee secara fakta telah memiliki barang
modal sehingga dalam mengadakan transaksi ini, Jessor harus mengadakan
transaksi jual beli dengan lessor dan pada sast vang sama ditandatangani
pegjaniian Jeasing.
Di Indonesia, Sale and lease back dapat terjadi dengan dua bentuk yaitu
tecknical sale and leocse back dan true sale and lease back Adapun mekanisme

sexle and lease back, yaita sebagai berikut;
MERKANISME TRANSAKSI SALE AND LEASE BACK

LESSEE
| SUPPLIER
3 F 3
PERS.ASURANSI
1 311411 5 7 .
¥ w
6 2
o LESSOR 2
Keteranpan:

1. jual beli barang modal dari Jessee kepada lessor

2. penutupan konteak asuransi

3. lessor melakukan psmbayaran kepada Jessee vesual dengan kontrak jual
beli

4. penandatanganan kontrak leasing antara lessor dan lessee

5. lessee melakukan pembayaran pertama yang berapa
a. security deposif
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pembayaran lease perfama
biaya administrasi
Premi asuranst tahun pertama

Pembayaran pertama lainnya, jika ada

8. pembayaran premi asuransi

7. pembayaran feqge bulanan dari Jessee kepada Zessor

<. Syndication Lease

50

Lessor seringkali tidak ingin mengambil risike afas selurub transaksi yang

dibiayainya, oleh karena itu Jessor berbagi risiko dengan Zesser lainnya. Untuk
berkomunikasi antara lessor maka salah satu lessor akan dijadikan sebagai Jead

syndicator.

MEKANISME TRANSAKSI SYNDICATION LEASE

LESSQR LESSOR LESSOR
6 ’ 3
» LEADLESSOR *
7 % F 3 'y
¥ + 1412118 .Y
P
ASURANSI St FLIER.
k'
LESSEE >
Keterangan;

1. Penandatanganan konirak leasing antara lessee dengan beberapa lessor

dengan kordimasi oleh fead syndicator

2. Penenmaan pembayaran perlama dari lessee, yaitu;

8. Security deposif
b. Pembayaran lease pertama
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c. Biaya administrasi

d. Premi asuransi tahun pertama

¢ DBiaya notaris

f. Pembayaran pertama, jika ada
Pemesanan barang modal kepada Supplier
pengiriman barang modal ke alamat /fessee
lessor melakukan pembayaran kepada supplier
kontrak penutupan asuransi

Noe s

pembayaran premi asuransi
8. pembayaran lessee bulanan kepada lessor

Pada prinsipnya syndication lease hampir sama dengan direct finagneing lease
dan safe and lecse back namun yang membedakannya hanyz berupa jumlah dart fessor
dan ditunjuk salah sate lessor vang bertindak sebagai lead syndicator yang akan
wmengatur sehuroh anggota sindikasi, yaitu cukup berhubungan dengan leas syndicator.

Selain 3 (liga) cara tersebut diatas, fessor dan lessee dapat melekukan transaksi
direct finance lease denpan cara yaific

a. Club Deal yaitu dimanz terdapat beberspa lessor vang membiayai fessee,
dimana masing-masing lessor dan lesse membuat perjanjian leasing sendiri-
sendiri dengan objek vang berbeda-beda, tetapt dengan syarat dan kendisi
pembayaran yang sama antara satu fessor dengan fessor yang lain deagan tujuan
untak membagi nsiko antara Jessor.

b. Vendor Program yaita kerjasama pembiayaan antara fessor dengan suppiier
barang modal dalan: safu paket pembiayasn, misalkan dealer mobil apabila
penjualannya dilakukan secara kredit maka pembiayaannya otomatis dibiayai
oleh fessor. Supplier dapat menjadi penjamin atas pembiayaan yang dilakukan
aleh lessor {avalis) sedangkan non-avalis, supplier tidak melakukan penjaminan
yang diberikan oleh supplier dapat berups jaminan atas pembayaran dan/atau
jaminan untuk membeli kembali barang modal vang dibiayai oleh fessor,
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24. Pengawsasan Terhadap Noen-Independent Leasing Company Qleh Bapepsm-

Lk

Perusahaan Pembiayaan yang mencakup antara lain Sewa Guna Usaha
{Leasing), Anjak Piwtang (Fuctering), Pembiayasn Konsumen (Consumer Fingnce),
Karts Kredit (Credit Card)”®, adalah industri yang sangat dinamis, kempleks, selalu
berubah serta mempunyai interdependensi yeng sedemikian finggl antara satu sekior
dengan lainnya baik di tingkat domestik, regional maupun global. Karakteristik tersebut
membawa setidaknya dua konsekuensi utama, yaitu para pelaku di sektor jusa keuangan
harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan regulator harus pula
mempersiapkan dirinya untuk menghadapi dinamika dari perubahan tersebut.

Selain itu, kecenderungan diterapkannya sistem pengawasan industri jasa
keuangan secara terpadu yang mengawasi tidak hanya pasar modal tetapi juga
perusahaan asuranst, dana pensiun dan lLembaga Pembiavaan lainnya termasuk
perbankan oleh beberapa negara selama satu dekade terakhir, menjadi pemicu bagi
regulator untuk menyesuaikan din dengan perubahan tersebut. Sebagai gambaran alas
kondist yang beriaku di beberapa negara, jika sebslumnya institusi pengawas pasar
modal dilakukan oleh mstitusi khusus pengawas vasar modal, maka saat ini pengawasan
dilakukan oleh suatu institusi pengawas terpadu yasg mengawasi scluruh kegiatan
sektor kenangan.

Institusi pengawasan ferpadu ini dibentuk dengan maksud untuk menciptakan
lembaga pengawas vang terinfegrasi bagi pasar modal, perbankas, dana pensiun,
asuransi serta lembaga keuangan lainnya. Hal ini ditujukan dalem rangks mengurangi
tingkat risiko di sektor kevangan dan mengantisipasi berkembangnya wniversal product,
meningkatkan kepercayaan pasar, perlindungan konsumen, transparansi, standar praktik
bisnis keuangan, dan mengurangi kejabatan di bidang kevangan.

GBHN 1999 - 2004 telah merespon dinamika perubahan industri jasa kevangan
tersebut, bahwa dalam rangka menciptakan industri pasar modal yang efektif dan
efisien, perlu dibentuk suate lembaga independen vang mengawasi kegiatan di bidang
pasar modal dan lembaga keuangan. Lebib lanjut, berdasarkan Pasal 34 ayat (1)
iUndang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebapaimana diubah dengan Undang-undang

™ Kepatusan Menteri Kenangan Repablik Indenesia No 84/KMI.012/2006, Loc.cit
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Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, disebutkan bahwe pengawasan indusin
jasa keuangan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keusngan yang
iﬁéependenﬁ

Dalam pasal 36 avat (1) dan ayat (2} Keputusan Menteri Kevangan Nomor
84/KMK.012/2006 Tentang Perusshaan Pemblaysan menyatakan bshwa Menteri
keuangan berhak melakukan pembinaan dan pengawasan ferhadap perusabaan
pembiayaan dalam bentuk pengawasan yang dilakukan secara langsung maupun tidak
fangsung,’®

Dalam Road Map Departiemen Keuangan dan Kebijakan Sektor Kevangan, telah
dicanangkan adanya integrasi pengawasan sektor jasa keuangan non bank yang
merupakan langkah awal untuk membentuk suatu pengawas jasa keuangan ysng
terintegrasi. Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat
Jenderal Lembaga Keuangan {DJLK) merupakan persiapan dalam rangka pembentukan
institus? dimaksud.

Struktue Organisasi Bapepam dan Lembaga Keuangan Berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan RI Nomor KMK 6§06/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005
tentang Orpanisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan, organisasi enif esclon | Badan Pengawass Pasar Modal {(Bapepam) dan unii
eselon 1 Dircktorat Jenderal Lembaga Kenangan {DILK) digabungkan menjadi satu
prganisasi unit eselon I, yuitu menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Kenangan (Bapepam dan Lembaga Keuangan),

Bapepam dan Lembaga Keuangan mempunyal fugas membina, mengatur, dan
mengawasi sehari-hari kegiatan paser modal serta smerumuskan dan melaksanakan
kebijakan dan siandardisasi tekniz di bidang lembags keuangan, sesual dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, Dalam melaksanakan tugas tersebut Bapepam dan
Lembaga Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

a. Penyusunan peraturan di bidang pasar modal;
b. Penegakan peraturan di bidang pasar modal;

** Undang-tndang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, pasal 34 ayat (1)
™ Keputmsan Menteri No §4 Nomor 84/Pmk.012/2006, Op.cit, Pasal 36
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c. Pembinaan dan pengawasan terhadap pthak yang memperoleh izin usaha,
persetujuan, pendafiaran dari Badan dan pihak lsin yang bergersk di pasar
miodal;

d. Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan
Publik;

¢. Penyelesaian keberatan vang digjukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh
Burss Efek, Kliring dan Pepjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian;

f. Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal;

2. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan;

h. Pelaksanaan kebijakan di bidang Jembaga keuangan, sesuai denpan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;

i. Perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga
keuangan;

j.  Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan;

k. Pelaksanaan tata usaha Badan,

Organisasi Bapepam dan Lembaga Keuangan terdiri dari 1 Ketua Badan sebagai
eselon I dan membawahi 12 onit eselon I {1 Sekretariat dan 11 Bire Teknis), dimana
lingkup pembinean dan pengawasan meliput aspek pasar modal, dana pensiun,
perasuransian, perbankan dan usaba jasa  pembiaysan serla medal  ventura.
Pengpabungan ini mencerminkan respon dan langkab awal Departemen Keuvangan atas
semakin terintegrasinya induste jasa keuvangan.

Dalam perkembangannya, kegiatan pembinaan dar pengawasan gi bidang pasar
modal dan lembaga keuangan menuntut perhatian yang tinggi terutama terkait dengan
peran strategis pasar modal dan lembags keuangan dalam perekonomian nasional serta
kerja sama internasional, Tuntutan perkembangan tersebut memeriukan peningkatan
efektifitas sistern pembinasn dan pengawasan yang telah bedalan selama ini. Untuk
lebih meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja dan kepatuhan {(compliance)
terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari unit-unit di lingkengan Bapepam dan
Lembaga Kepangan serta memenuhi prinsip-prinsip (eod Governance, struktur
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organisasi Bapepam dan Lembaga Keuangan masth memerlukan adanya beberapa
penyempurmaan.

Usulan penyempurmaan adalab dengan membentuk Biro Kepatuhan Internal
{interngl Compliance Burenu). Biro ini diharapkan dapat mengawasi secara intemnal
pelaksanaan tugas pegawai Bapepam dan Lembaga Keuangan berdasarkan tugas pokok
dan fungsi masing-masing, membantu Ketua Badan mengawasi pelsksanaan
pendelegasian wewenang dan proses pengarbilan keputusan pimpinan Bapepam dan
Lembaga Keuangan di bawahnya, serta untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip
good governance,

Bire Kepatuhan Internal akan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Badan
dan dipimpin oleh pejabat eselon I, dan diharapkan mesfadi compliance unit dan
quality/performance assuratice control terhadap output dari pelaksanaan tugas schari-
hari Bapepam dan Lembaga Keuangzn. Dengan terbeniuknya birg ini, dibarapkan
bahwa terjadi pemisahan fungsi antara pihak yang melakukan eksekusi tugas sehari-har]
dan pihak yang melakukan pengawasan kepatuhan dalam pelaksanaan tugas dimaksud,

Pertimbangan yang mendssari penvempurhaan tersebut antara lain adalah
besamya tanggung jawab Bapepam dan Lembags Keuangan terhadap kepentingan
rastonal dan publik, luasnya rentang kendali dspaw of comrel) dari Ketua Bapepam dan
Lembags Keuangan, hampir semua Biro di lingkungan Bapepam dan Lembaga
Keuangan berhubunpan/berhadapan langsung dengan pasarfindustri {espose fo markes),
tingginya potensi morgl hgzard di industri pasar modal dan lembaga kevangan, serta
sifat pembinaan dan pengawasan {rature) yang berbeda antara industri pasar modal dan
lembaga keuangan,

Sebagai gambaran, dalam pelaksansan tugas sehari-hari, hampir seluruh biro
dalam Bapepam dan Lembaga Keuangan berhubungan dan berinteraksi langsung
dengan para pihak dan industsi terkait, seperti dalam proses pendaflaran, persetujuan,
pengesahan, perijinan, monitoring serta pengenasn sanksi. Hal ini membawsa
konsekuensi kepada para pegawai Bapepam dan Lembaga Kevangan untuk memiliki
integritas yang tinggt. Namun demikian, potensi terjadinya praktek-praktek korupsi,
kolusi, nepotisme serta bahaya mroral harard tetap tinggl dan memerlukan perhatian

seriug.
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Selain itu, pelaksanaan fungsi pengembangan, pembinaan dan pengawasan
dalam aspek pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembisyaan serta
modal ventura mempunyal sifat (mature) yang berbeda. Pasar modal lebih diarahkan
untuk memastikan bahwa aspek pengungkapan (aspek disclosure) telah memadal dan
wajar, sedangkan industri perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan modal
ventura lebil banyak menekankan kepada aspek kehati-hatian (prudential).

Dengan demikian diharapkan bahwa rencana penyempumaan strukiur organisast

Bapepam dan Lembags Keuangan dapat mendukung perkembangan industri pasar
modal dan sektor jasa keuangan, serta dapal menfadi institusi pemerintah yang
menerapkan quality/performarice assurgnce control unif.
Bapepam-LK dalam rangka melaksanakan misinya yang menciptakan iklim yang
kondusif bagi perusahasn dalam memperoleh pembiayaan dan bagi pemodal dalam
memilih alternatif investasi pada Industri Pasar Modal dan Jasa Keaungan Non Bank,
melaksanakan visinya sebagai otoritas pasar modal dan lembaga kevangan yang amanah
dan profesional yang mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan
non bank sehagai penggerak perckonomian nasional yang langguh dan berdaya saing
secara global”’, maka Bapepam-LK melakukan pembenahan strategis dalam rangka
memberikan pedindungan kepads pemilik modal dag lembaga keuangan, konsumen
Lembaga Pembiavaan maupun pengguna jasa keuangan, dan maxyarakat. Upaya yang
dilakukan oleh Bapepam-LK berupa penerbitan dan penyempurngan regulast serta
peningkatan kualitas pengawasan dan penegakan hukum di industr jasa keuangan dan
pasar modal. Disektor repgulasi, pada tshun 2007 Bapepam-LK menerbhitkan 20
persturan bary dan menyempurngkan 7 peraturan lama Bapepam-Lk juga berperan
dalam proses penerbitan 3 peraforan Menteri Keuangan Bars dan penyempurnsan 1
peraturan Menteri Keuangan yang larna,™

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.012/2006 tentang perusahaan
pembiayaan memberikan aturan kepada perusahaan pembiayasn menpenai:”
a. Tata Cara Pendinian dan Modal

" Rapepam-LK, Annual Report 2007, Op.cit, him. §
7 ki, him. 11
™ Keputssan Menteri Keuangan Republik Indonesia Namer 84KMK 012/2006, Op.cit,
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Perusahaan Pembiayaan didirikan dalam bentuk badan hukum perseoran terbatas
atau koperasi yang didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum
indonesia, muapun badan bukum asing dan warga negara Indonesia dan/atau
badan hukum Indonesis dengan Modal disetor atau simpanan pokok dan
simpanan wajib dalam rangka pendinian perusabaan pembiayaan iclah ditetapkan
sebesar Rp. 100.000.000.000,~(seratus milyar rupiah) dan Rp.50.000.000.000,-
{lima puluh miliar mipiah) bagi koperasi. Pada saat pendifan, maka perusahaan
pembiayaan mengajukan izin uwsaha kepada Menteri Keunpan Republik
Indonesia dengan memenubi syarat-syaral yang telah ditentukan, Dan bila
syarat-svarat pendirian perusahaan pembiayazn maka Menteri Kevangan
Republik Indonesia akan mengeluarkan izin usaha yang berlaku sejak tanggal
ditetapkan dan berlaku selama perusahaan pembiayaan menjalankan usahanya
dan tidak dicabut izip usshanya. Penpaturan mengenai tata cara pendidan ini
merupakan bentuk pengawasan dan penataan perusshaan pembigyaan yang
paling pertarna dilakukan sebinppgas perusghuan pembiayaan yang didirikan
merupakan perusahaan pembiayaan yang baik schingga pemberian izin ini harus
dipandang sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam
melindungt kepentingan pemilik modal, perusshaan pembiayaan ifu sendid,
pengguna jasa perusahaan pembiayaan, dan masyarakat.

. Kepermilikan dan Kepengurusan

Kepemilikan saham oleh badan usaha asing ditetapkan setinggi-tingginya
sebesar 85% {delapan pulub lima perseratus) dari modal disetor. Bagi pemegang
saham yang berbentuk badan hukum, maeka jumlah penvertaan modal pada
Perusahaan Pembiayaan ditetapkan setinggi-lingginya sebesar 50 % {(lima puluh
perseratus) dari modal sendiri, Dalam hal badan hukum tersebut telah melakukan
penyertaan, maka maksimum penyertaan pada perusahaan pembiayaan setinggi-
tingginva 50% dari modal sendid dikurangi dengan penyertsan yang telah
dilakukan. Modal sendiri pomegang saham vang berbentuk hukum Persercan
Terbatas merupakan penjumlahan dari modal disetor, agio saham, cadangan dan
salde laba/regi. Modal sendint pemegang saham yang berbentuk hukum

Koperasi merupakan penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana

. o Universitas Indonesia
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cadangan, dan hibsh., Modal sendiri pemegang saham yang berbentuk hukum
Yayasan adalah sebesar akfiva bersth yang terdiri dari Aktiva Bersih terikat
secara permanen, Aktiva Bersih terikat secara temporer, dan Aktiva Bersih tidak
terikat, Namun ketentuan tersebut diatas tidak berlaku bagi Dana Penstun, Bagi
pemegang saham vang berbentuk hukum Dana Pensiun, jumlah penyertaan pada
Perusahaan Pembiaysan sesual dengen ketentuan yang mengatur fentang
investasi Dana Pepsiun.
. Aturan Bila Perusahaan melakukan Merger, Konsolidasi dan Akuisist
Perbuatan Hukum bagi Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan Merger,
Akuisisi, dan Konsolidasi wajib dilaporkan kepada Menteri sclambat-lambatnya
13 (lima belas) hari setelah Merger, Akuisisi, dan Kongsolidasi dilakukan.
Kantor pusat dan Kantor Cabang dari Perusshasn Pembiayaan yang
menggabungkan din atau konsolidasi dapat diberlakukan sebagai Kantor Cabang
Perusahaan Pembiayaan hasil Merger atau hasil Konsolidasi,
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan sesuai dengan format
dalam Lampiran VI wajib dilampiri dengan:

- a. risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota;

b. perubahan anggaran dasar yang telah disahkan atau dilaporkan kepada
instansi berwenang dan didaftarkan dalam Dafar Perusshaan; akta
Merger atau zkta Konsolidasi;

¢. data pemegang saham, direks, dan dewan komisaris atau anggoia,
pengurus, dan pengawas;

d, statuys kantor Perusshaan Pembiayaan yang menggabungkan diri atau
konsolidasi.

e. Merger, Akuigisi, dan Konsolidasi dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

. Pembukaan Kantor Cabang

Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan ddn Penutupan Kantor
Cabang hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri, Untuk dapat membuka
Kantor (Cabang, Perusahasn Pembiayaan harus memilild ekuitas sckurang-
kurangnya 50 % (lima puluh perseratus} dari modal disetor berdasarkan laporan
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keuangan bulanan terakhir. Persetujuan atanpun penolakan alas permohonan
pembukaan Kantor Cabang diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga pulub) bari
kerja setelah dokumen permohonan pembukaan Kantor Cabang diterima secara
lengkap. Bagi Kantor Cabang vang twelsh memperoleh persetujuan, wajib
melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam pulul) hari sejak izm
ditetapkan dan laporan pelaksanaan kegiatan usaha kantor cabang wajib
disampaikan kepada Menteri selarnbat-lambatnya 10(sepulub) hari sctelah
pelaksanaan kegiatan ussha dan apabila kantor cabang tersebut tidak melakukan
kegiatan usaha, maka Menteri akan mencabut izin pembukaan kantor cabang
yang iclah ditetapkan,

. Pinjaman dan Penyertaan

Perusahusan Pembiayaan dapat menenma pinjaman dari bank dan/atau badan
usaha lainnya berdasarkan perjanitan pinjamp-meminjam. Jumlah pinjaman
bagi sctiap Perusahaan Pembiavaan dibandingkan jumizh modal sendirl
{networth) dan Pinjaman Subordinasi dikurangt penyerlaan {gearing ratio)
ditetapkan sctinggi-tingginya scbesar 10 {(sepuluh} kali. Peminjaman inidapat
bersumber dari dalam dan/atau loar negeri. sedanckan bagi penyertaan yang
dilakukan oleh perusahaan pembiayaan hanya dapat dilakukan penyeriaan pada
perusahaan disgktor keuangan di indonesia dengan syarat fidak boleh melabihi
25 % {dva puluh [ima persen) dari modal disetor perusabaan penerima
penyertaan dan tidak melebihi 40% {empat puluh persen) dard jemlah modal
sendiri perusahaan pembiayaan yang bersangkutan,

Perubahan Nama Perusahaan pembiyaan

Perubaban nama perusahaan pembiayaan wajib dilaporkan kepada Menteri
selambat-lambatnya lima belas hari sejak perubahan pama dengan juga
melaporkan berupa risalah rapat umum pemegang saham, perubaban enggaran
dasar vang {elah digahkan oleh instansi yang berwenang, dan NPWP atas nama

perusshaan pembiayaan yang baru.

. Pemindahan alamat kantor

Pemindahan alamat kantor baik kantor pusat maupun kantor cabang perusahaan
perbiayaan waiib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambaimya lima belas
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hari sejak pelaksanaan pemindahan disertai dengan bukti penguasaan gedung

kantor baru

Disamping pengaturan tersebut diatas, Bapepam-LK  terus meningkatkan
aktivitas pengawasmya terhadap para pelaku bisnis di sektor lembaga kevangan non
bank. Aktivitas pengawasan terhadap lembaga kevangan cukup beragam.mulai dari
review terhadap kesesuatan proses maupun prakiek bisnis mercka dengan aturan yang
berlaku, pelaksanaan wii kepatuhan, pangawasan terhadap aktiviias pasar sekunder
saham, pemeriksaan rulin dan lain-lain yang bermuara pada berbagai bentuk tindakan
pembinaan dan pengenaan sanksi administratif dan penegakan hukum yang kesemuanysa
meniadi prioritas ulama Bapepam-LK guna memehhara integritas industri vang
diawasinya serta menjaga kepercayaan pemilik modal, pengguna jasa keuangan dan
masyarakat,

‘Berdasarkan pada Peraturan Memteri Kevangan Republik Indonesia Nomer
84/PMK.012/2006 khususnya pada pasal 36, maka menter melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap perusahaan pembiayzan. Pengawasan tersebut dilakukan baik
secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan tidak langsung terhadap industri
jasa pembiayaan antara lain dengan melakukan analisis terhadap laporan berkala vang
disarnpaikan oleh Perusahaan Pembiavasn kepada Menteri Kewangan. Laporan berkala
yang disampaikan tersebut meliputi izporan kevangan bulanan, laporan kegiatan usaha
sepnesteran, dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit olel Akuntan Publik.

Keputusan Dircktur Jenderal Lembaga Kevangan Nomor Kep~1500/ LK/ 2005
tentang  petunjuk pelaksanaan penyususan dan penyampaian laporan perusahaan
pembiayaan pada pasal | ayat 1 menyatakan bahwa perusshaan pembiayaan wajib
menyampaikan kepada Menteri Kenangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia
berupa laporan keuvangaan Bulanan dan Laporan Kegiatasn Usaha Semesteran yang
disampaikan secara on-fine melaui jaringan ekstranct Bank Indonesia sedangkan untok
Iaporan keuangan bulanan yang terdisi dari meraca laporan laba rugi, laporan arus kas
dan rekening administwatif disampaikan dalam bentuk hardecopy kepada menteri

kecuangan
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Laporan Perusahaan Pembiayaan yang disusun menurut sistematika yang
ditetapkan dalam buku pedoman ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyusun
data statistik Perusahaan Pembiayaan baik individual maupun gabungan dalam rangka:

a. Pembinaan dan pengawasan Perusahaan Pembiayaan,

b. Pencatatan dan analisis moneter maupun stabilitas sistem keuangan

c. Pemenuhan keperluan intemnal Perusahaan Pembiayaan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan laporan
secara benar dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Lampiran keuangan bulanan lembaga keuangan pada dasarnya berisikan:

a. Laporan Profil Perusahaan
a. Daftar Rincian Izin Usaha
b. Daftar Rincian Pemegang Saham
c. Dafiar Rincian Pemegang Saham Dan Pengurus Derajat Kedua
d. Daftar Rincian Pengurus
e. Dafiar Rincian Kantor Cabang
f. Daftar Rincian Tingkat Pendidikan Karyawan
b. Laporan Keuangan, Yang terdid dari:
a. Neraca Bulanan
b. Perhitungan laba/ rugi

Rekening administratif

Ao

Laporan Arus Kas

Daftar Rincian

Laporan Profil Jatuh Tempo Piutang Pembiayaan
Daftar Rincian Surat Berharga yang dimiliki

PR oo

Daftar Rincian Piutang Pembiayaan
Daftar Rincian Penyertaan Modal
j. Daftar Pinjaman yang diterima
k. Daftar Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan
Sedangkan Laporan Kegiatan Usaha Semesteran, berupa laporan kegiatan usaha, yang

—a

berisikan, antara lain:

a. Laporan Kegiatan Sewa Guna Usaha
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b. Laporan Kegiatan Anjak Piatang

¢. Laporan Kegiatan Kartu Kredit

d. Laporan Kepiatan Pembiayaan Konsumen

Batas wakt penyampaian laporan dan koreksinya ditetapkan sebagai berikut:

a. Laporan Keuangan Bulanan disampaikan sclambat-lambatnya tanggal 10 pada
setiap bulan berikutnya.

b. Laporan Kegiatan Usaha Semesteran disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan setelah periode semester yang bersangkutan berakhir.

Batas waktu penyampaian bagian Laporan Keuangan Bulanan yang terdirl dari
Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Rekening Administrafif secara
hardeopy kepada Menteri Keuzngan selambat-lambatnya tanggal 10 pada setiap bulan
berikutnya. Bagi Perusahaan Pembiayaan yang berkanfor pusat di uar Jabotabsk,
laporan dinyatakan telah diterima berdasarkan tanggal stempel pos. Apabila batas waktu
terakhir penyampaian laporan jatuh pada hari Sabty, har Minggu, atau har libur, baik
tibur khusus maupun libwr umum, maka batas wakiv terakhir penyampaian laporan
tersebut adalah hari kerja berkutnys. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan tidak
menvampaikan laporan, terlambat menyampaikan laporan, menyampaikan laporsn
secara tidak lengkap, danfatay menyampaikan laporan secara tidak benar dikenakan
sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PME. 01272006 tanggal 29
September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan,

Dalam rangka menjamin terlaksananya fungst pengawasan tidak langsung secara
lebih optimal melalui kegiatan analisis terhadap laporan berkala perusahsan pembiayaan
perlu ditunjang oleh perangkat vang memadai antara Jain dalam bentuk sistem pelaporan
vang memuat semua unsur informasi yaog penting dalam industri jasa pemblayaan,
dukungan teknologi informasi dan landasan hukum dan kegiatan pelaporan perusahaan
pembiayaan.

Untuk menunjang kegiatan pelaporan industri jasa pembiaysan yang lebih
efektif dan efisien sekaligus memperkaya sistem pelaporan perusshaan pembiayaan,
Departemen Keuvangan telah melakukan kebijakan diantaranya melalui penyempurnaan
ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jjenderal Lembapga Keuangan Nomor SE-
1087/LK/1996 tanggal 27 Februari 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan dan
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Sanksi Bapgt Perusahaan Pembiayaan yeng merupakan bagian dard pelaksanaan
ketentuan Pasal 30 ayat (2) Keputusan Menteri Keuanpan Nomor 448/KMK.017/2000
tentang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 172/KMK06/2002. Kebijakan penyempurnaan ketentuan mengenai
Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan dan Sanksi Bagi Perusshaan Pembiayaan terschbut
dituangkan dalam Keputusan Direkiur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-
1500/LK/2005 tanggal 4 Mei 2005 tentang Pelunjuk Pelaksanasn Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Perusghsan Pembyayaan {Lapeoran DBulanan Perusshasn
Pemblayaan} yang mulai berdaku secars cfektif padae bulan November 2005,
Pengembangan Laporan Bolanan Perusshaan Pembiayaan (LBPP) didasar pada
kebutuhan para pengguna informasi khususnys dalom rangks perumusan kebijakan
pengawasan perusahaan pembiaysan yang lebih intensif. Dengan diberlakukannya
LBPP i maka mformast-informasi yang telah  disampatkan oleh Perusabiaan
Pembiayaan dibarapkan dapat lebih efisiensi dan mengurangt duplikasi informasi dalam
setiap laporan vang disampaikan kepada Departernen Keuangan.,

Agar lebih menjamin kualitas pengelolaan dan skurasi data dalam penerapas
sistem LBPP, Departemen Eeuangan telah melengkapi LBPP tersebut dengan suatu
sistem aplikast teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi ini dilakukan
Departemen Kevangan dengan dibantu gleh Bank Indonesia dengan menyediakan
sistem aplikasi teknologi informasi. Dengan penerapan sistemn aplikasi teknologi
informasi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses mulai dari input, pengolahan
basis data industri Perusahaan Pembayaan sampat dengan dapat dibasilkannya berbagai
output (informasi) dengan lebih cepat dan akurat,

Dalam hal terjadi gangguan teknis yang mengakibatkan Perusahaan Pembiayaan
tidak dapat menyampaikan laporan secara on-line, maka laporan disampaikan secara
off-line dengan menggunakan disket rekaman data laporan beserta alasan/penycbabnya
vang disampaikan kepads Bank Indonesia, ¢« Direkiorat Statistik Ekonomi dan
Moneter, Bagian Statistik Mooeter, dengan alamat Gedung B lantai 15, J1. MH Thamrin
No 2, Jakarta 10110. Bagi Perusahaan Pembiayaan yang berkantor pusat di luar
Jabotabek laporan disampatkan ke Kantor Bank Indonesia setempat.
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Disamping melakukan analisa terhadap laporan keuvangan bulanan, Laporan
Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan, Bapepam-LK juga melakukan upaya pemeriksaan
terhadap lembaga keuangan sebapai porwujudan dari pengawasan langsung yang
dilakukan oleh Bapepam guna melakukan verivikasi dan laporan kevangan lembaga
keuangan. Pada tahupn 2007 Bapepam-LK telah melakukan pemeriksasn terhadap 22
perusahaan pembiayaan berdasarkan analisa atas laporan keuangan yang diaudif pada
tahun 2006. Pemerikssan tersebut telah dircncanagkan dalam rencana kerja bagian
pemeriksaan lembaga pembiayaan.

Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk menilai ketaatan terhadap peraturan
di bidang perusshasn pembiayaan dan penyelenggaraan kegistan perusghean dalam
rangka pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan.”’ Pemeriksaan
vang dilakukan oleh Bapepam-LK meliputi aspek kelembsgaan dari perusahaan
pembiayaan, aspek penyelenggaraan usaha maupun aspek keuangan.

Disamping melakukan pengawasan, salah satu peran penting dari Bapepam-LK
adalah melakukan pembinaan terhadap lLembaga Keuangan. ‘If)imana upaya yang
dilzakukan oleh Bapepam-LK dalam melakukan pembinaan bagi lembaga kevangan
secara umum dengan dikeluarkannva Peraturan Menterd Keungan Republik Indonesia
Nomor 84/PMK.012/2006 yang mengatur mengenal perizinan usaha, Permodalan
Lembaga Keuangan, Kepemilikan dan Kepengurusan dan Lembags Kevangan, aturan
mengenal merger, konselidasi dan akuisisi perusahaan lembaga kevangan, pembukaan
kantor cabang, pinjamnan dan penyertaan modal lembaga kewangan, pembatasan-
pembatasan bagi pelaku usaha lembaga kevangan, Peratuan Menteri Keoangan ind juga
masih dilunjang denpgan dikelvarkannya Paket Kebijakan Sektor Keuangan oleh
Pemerintah dan Bank Indonesia yang berisikan 14 kebijakan, 34 program, dan 55
tindakan, Pembeniokan paket kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kordinasi
antara oforitas fiskal dan moneter, melanjutkan langkah-langkah reformasi, serta
memperkuat industri perbankan, lembaga kevangan non bank, dan pasar modal yang
dapat dikatakan sebagai perwujudan dari Reformasi Sektor Kevangan dan juga sebagai
wujud pelaksanaan fungsi pembinaan terhadap Lembaga Keuangan dan pelaku indistri
lembaga Pembiavaan, maka Bapepam-LK melakukan pelatihan-pelatiban daser berupa

2 peraturan Menteri Keoangan Nomor 84/PMK.012/2006,0p.cit, pasal 36
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kursus intensif seputar permasalahan jasa pembiayaan yang bekerja sama dengan
Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.012/2006 pada Pasal 44
memberikan ancaman kepada Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan
yang telah diatur dalam peraturan menteri kevangan tersebut dikenakan sanksi berupa
peringatan, pembekuan kegiatan usaha hingga dilakukan pencabutan izin usaha.
Peringatan yang diberikan kepada perusahaan pembiayaan diberikan secara tertulis
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing surat
peringatan selama 30 hari. Apabila masa peringatan ketiga berakhir dan perusahaan
pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri
Keuangan, maka perusahaan pembiayaan tersebut akan dikenakan sanksi pembekuan
kegiatan usaha perusahaan pembtayaan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia
dalam bentuk tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan berlaku pada saat surat
pembekuan kegiatan usaha tersebut ditetapkan. Dalam jangka pembekuan, apabila
perusahaan pembiayaan telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perusahaan Pembiayaan, maka menteri akan mencabut sanksi pembekuan kegiatan
usaha. Namun bila masa pembekuan kegiatan usaha berakhir, dan perusahaan
pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan, maka
Menteri Keuangan akan mencabut Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan yang

bersangkutan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2.5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagai Lembaga Pcounjang

Pengawasan Terhadap Nen-Independent Leasing Company

Lembaga yang mengawasi terlaksananya persaingan usaha yang sehat disuatu
negara merupakan syarat mutlak didalam mengawal terlaksananya Peraturan
Perundang-Undangan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pemberian kewenangan khusus kepada suatu komisi untuk melaksanakan suatu
peraturan di bidang persaingan merupakan hal yang lazim dilakukan di beberapa negara.
Amerika Serikat yang memiliki divisi khusus di Department Kehakiman berupa Anti-
frust Division yang bertugas untuk mengawal terlaksana dan terjaganya penegakan

Sherman Act, Departemen Kehakiman berkerjasama dengan Federal Trade Comission
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Federal Trade Comission untuk menegakan Clayion Act. Sedangkan untuk penegakan
Robinson Act yang mengenai tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan,
diserahkan kepada Federal Trade Commision. i Eropa dikenal dengan Furopean
Community Commision, dan lain-lain.

Indonesia, dalam melakukan penegakan hukum persaingan dilakukan oleh
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai l[embaga yang noy-struktural yang
terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain yang bertugas untuk
mengawasi pelaksaanazn Undang-Undang No 5 Tahun 1999 sebagaimana yang
diamanatkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Schat yang menyatakan bahwa “Untuk
mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan
Usaha...”* dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan
bahwa “Pembentukan Komist serta susunan organisagi, tupas dan fungsinya ditetapkan
dengan kepulusan presiden™, sehingga Presiden Republik Indonecsia mengeluarkan
Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi pengawasan Persaingan
Usaha.

Sebenarnya penegakan hukum persaingan usaha dapat saja dilakukan oleh
kepolisian, kejaksaan dan  pengadilan  dimana  pengadilan  merupakan  tempat
penyelesailan perkara vang resmi dibentuk negara. Namun, untuk hekum persaingan
usaha, pada tingkat pertama penyelesaian sengkete antar pelaku usaba Gdak dilakukan
oleh pengadilan, karena hukum persaingan ussha membutuhkan orang-orang yang ahii,
memiliki latar belakang dan atau mengerti betul geluk beluk bisnis dalam rangka
menjaga mekanisme pasar. Dimana masalab persaingan usaha sangat erat kaitannya
dengan ekonomi dan bisnis schingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha bukan hanya
dibutuhkan ahli-ahli hukum, pamun orang-orang vang memiliki pengetahuan yang
cukup mengenai ekonomi dan bisnis, ¥

Alasan sosiologis dart dibentuknya KPPU sebagai akibat dari menurunnya citra
lembaga pengadilan dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili suatu perkara, serta

¥ Undang-Undang No § Tahun 1999,0p.cit, Pasal 30
2 yudha D Prayogo, Persaingan Usaha dan Hukum yang mengaturaya di Indonesia, Jakarta, 2008,
him.126
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dengan kenyataan bahwa beban perkara pengadilan yang sudah menumpuk ®
Sedangkan Alasan filosofis dari pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang
dijadikan dasar pembentukan KPPU yaitu dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan
hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dani negara dimana
diherapkan lembaga tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-
baiknya, serta sedapat mungkin mampu bertindak independen.

KPPU harusiah menjadi suatu badan vang independen, terlepas dari pengarus
dan kekuasaan pemerintah maupun pihak Jain dalam mengawasi pelaku usaha sebaga
upaya memasiikan pelalar usaha khususnya pelaku usaha pembiayaan menjalankan
kegiatan usaha dengan tidak melakukan prakiik monopoli dan fatau persaingan usaha
tidak sehat, Status KPPU yang harus independen merupakan pengejewantahan
kehendak dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 khususnya pada pasal 30 ayat (2)
yang menyatakan babwa “komist adalah suat lembaga independen yang terlepas dari
pengaruh dan kekuasasn seria pihak lain™.

Dalam Updang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik
Indonesia adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi atau dapat dikatakan bahwa
presiden memegang kekuasaan pemerintahan schingga dalam menjalankan tugasnya,
KPPU bertangpung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai
Kepala Negara, sehubungan KPPU juga melaksanakan sebagaian tuges pemerintah
negara dalam melaksanakan undang-undang®,

Salah satu unsur penting dalam keberhasilan KPPU melaksanakan amanat
Undang-Undang Nomor 5 talun 1999 bukan hanya ditentukan dari tingkat independensi
KPPU dalam melaksanakan togasnya tetapl juga ditentukan oleh keanggotaannya Hal
ini sejalan dengan alasan sosiologisnya maka KPPU harus mempunyai atav terdird dard
anggota-anggola yang terpilih dan terpercaya serta memiliki integritas dan komitmen
moral yang tinggi dengan dibaniu dengan tenaga-tenaga profesional dalam bidangnya.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomwor 5 Tahur 1999 menyatakan bahwa
“Komisi terdiri alas scorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap
angpota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujoh) orang anggoty™. Berdasarkan pada pasal

% Ibid, iim 128
" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999, Op.cit, Pasai 30 ayat (3)
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tersebul, lerdapat kata “sekurang-kurangnya™ schingga dapat dimaknat bahwa anggota
KPPU minimal 7 orang, dan boleh lebik dari 7 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah
komisi pade Federal Trade Commissivn di Amerika Sertkat dan Fair Trade
Commission di Jepang yang hanya memiliki § orang anggota komisi, maka jumlah
anggota komisi yang ada di KPPU cukup banyak. Namun jumlah ini tidak dapat
diartikan sebagai sesuatu yang tidak wajar karena jumlah anggota komisi barug
sebanding pula dengan kondisi-kemdisi vang ada di Indonesia misalkan dilthat dari luas
wilayah, jumlah pesduduk, dan kondisi lain yang memungkinkan sehingga pembuat
undang-undang merasa jumlah anggota KPPU harus lebih banyak bila dibandingkan
dengan di Amerika Serikat dan Jepang.”™

Pemnilihan anggota KPPU tidak secara serta-meria berada pada Presiden,
meskipun pertanggungjawaban anggota KPPU kepada Presiden Republik Indonesia.
Pasal 31 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999
menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhenfian anggota Komist Pengawas
Persaingan Usaha dilakukan oleh Presiden atas persetuiuan Dewan Perwakilan Rakyat,
dengan masa jabatan sclama 5 (lima) tshun dan dapat diangkat kembali uniuk 1{salu)
kali masa jabatan berikutnya. Namun, apabila pada saat berakhimya masa jabatan
tersebut dan menciptakan kekosongan dalam keanggotaan KPPU, maka masa jabatan ini
dapat diperpanjang sampai penganpkatan anggota terbaru vang dibatasi tidak boleh
lebih dari [{satu) tahun. Pemilihan angpota KPPU deppan persetujuan dari Dewan
Perwakilan Rakyat bertujuan agar anggota KPPU adalah orang yang memiliki intergitas
kepribadian dan keilmuan yang tinggi dan benar-benar dapat menjalankan tugas demi
kepentingan rakyat secara keseluruhan, dengan meniaga independensinya.

Tugas yang dismanatkan Undang-undang kepada KPPU pada dasarnya diehur
dalam pasal 35 Undang-Undang nomor 9 tahun 1999 yang kemudian difkuti dengan
Keputusan Presiden Nomor 75 fzhun 1999 pada pasal 4. KPPU diberikan tugas
melakukan penilalan-penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha yang dapat
mengakibatkan terjadinya prakterk monopoli dan/atau persaingan usaha tidak schat,

* Ayudha I Prayogs et al, Op.cit, him. 130
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Adapun yang menjadi tugas KPPU berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun
1999 adalah:*

a.

Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur
dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16;

Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24;
Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi
dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya prakiek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan
pasal 28;

Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam
pasal 36;

Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang
berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak schat;
Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang
ini;

Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada presiden dan

dewan perwakilan rakyat.

Sedangkan yang menjadi kewenangan dari KPPU adalah®":

a.

Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan
pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak schat;

Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh

% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 35
¥ Ibis, Pasal 36
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masyarakat atay oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai
hasil penelitiannya,

. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak
adanya prakiek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

. Memanggil pelaku uszha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan undang-undang ini;

Memanggil dan menghadickan saksi, saksi ahli, dan setinp orang yang dianggap
mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli,
atau setiap orang scbagaimana dimaksud buruf g dan huref f, vang tidak bersedia
memenuhi panggilan komisi;

. Meminta kelerangan dan  instansi  pemerintah dalam  kaitannys dengan
penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha vang melangpar
ketentuan undang-undang int;

Mendapatkan, meneliti, dan atay menilai surat, dokumen, atan alat bukii lain
guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku
usaha lain atau masyarakat;

. Membentahukan putusan komisi kepada pelaku usaba yang diduga melakukan
prakiek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

Menjatuhkan sanksi berupa tindekan administzatif kepada pelake usaha yang

melanggar ketertuan undang-undang ini.

Berdasarkan pada tugas dan kewenangannyva dalam bertindak, maka KPPU diberikan
kewenangan khusus oleh undang-undang untuk menjatuhkan sanksi hanya terbatas pada
perbuatan administratif saja termasuk juga menjatubkan gamti rugi dan denda,
sedangkan KPPU tidak memiliki hak untok menjatuhkan denda pengganti, sanksi
pidana pokok dan tambahan yang merupakan wewenang dari badan peradilan, Dan
berdasarkan kewenangannya maka KPPU dapat bersifat pasif yaitu menunggu laporan
dari masyarakat ataupun pelaku usaha astas dugaan terjadinya pelangparan terhadap
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1599, dan juga dapat bersifat aktif dengan inisiatif
sendiri melakukan penelitian apakah telah terfadi pelanggaran terhadap Undang-Undang
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Nomor 5§ tahun 1999, Sehingga dapat dikatan bahwa KPPU merupakan iembaga
penunjang pengawasan terhadap Non-Independent Leasing Compuny yang hanya
terbatas pada aspek persaingan usahe pada perusahaan pembiayaan pembiayaan yang

Non-Independent tersebut.
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BAB I
NON-INDEPENDENT LEASING COMPANY DITINJAU DARI
HUKUM LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA

3). Nen-independent Leasing Company Ditinjan Dari Hukum Larangan

Prakick Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Schat

Pembangunan nasional di bidang ekonomi harusish diarahkan kepada
terwujudnys kesejahteraan vakyat berdasarkan pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1943 dimana demokrasi dalam bidang ekonomi mengahendaki adanya
kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses
produksi dan pemasaran barang dan atau jasa didalam iklim usaha yang sehat,
efckiif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan
bekerjanya ekonomi pasar vang wajar sehingga tidak menimbulkan adanya
pemugaian kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

Pemerintab Indonesia sebagai regulator dalam bidang Industri dapat
melakukan pendekatan-pendekataan  dalam menangani bidang industrinya,
Yaitu®®:

a. MNegara bisa memakal pendekatan ™ Laissez-Faire” yang sama sekali
melarang adanya campur tangan pemerintah dalam industri

b. Negara memakat pendekatan "Public Supervision” vang ditandai oleh
penguasaan negara atas industri yang penting

¢. Negara memakai pendekatan VAntitrust” vakni  kebijakan yang
mensyaratkan pemerintah bertanggung jawab atas terjadinya persaingan

schat di antara pelakuo usaha, namun sama sekali dilarang campur tangan di

dalam keputusan tentang harga dan hasil produlsi
Undang-Undang Republik Indonesia No 3, Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli Dan’ Persaingan Usaha Tidak Schat yang disabkan oleh Presiden
Republik  Indonesia pada tanggal 5 Maret 1999 merupakan wuind

¥ Charles B mueller, Antitrust Law Review Yol 26, No 4, Vero Beach, Flgrida, 1997
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pengejawantahan darl pendekatan anfitrust yang dilakukan oleh Pemeriniah
Indonesia dalam menjaga dan terciptanya iklim usaha vang sebat di Indonesia
sehingga pemerintah bertanggung jawab atas terjadinya persaingan sehat diantara
pelaku vsahanya.

Faktor pendorong dikeluarkannya Undang-Undang No.5 tahun 1999
tersebut dengan adanya perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan IMF
mengenai pemberian bantuan dana untuk rengatasi krisis ekonomi, Bantuan
tersebut diberikan dengan syarat bahwa Pemerintah Indonesia  bersedia
melaksaonakan reformasi sistem ckonomi dan hukum terfentu, vang salah satu
diantaranys adanys undang-undang tentang larangan praktik monopoll dan
persaingan usaha tidak sehat® Undaog-Undang Nemor § Tahun 1999 juga
merupakan vsulan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat yang hal ini sejalan
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan
filosofis Negarz Indonesin yang mengamanatkan tujuan pembangunan adalah
kemakmuran masyacakat dan bukan hanya kemakmuran orang-perorang,

Posner berpendapat balywa terdapat tiga alasan mengapa prakiek monopoli
itu dilarang, vaitu: ™

a. monopoli mengalibkah kekayaun dar para konsumen kepuda pernegang
saham perusahaan-perusehaan yang monopolisitik, yaitu svatu distribusi
kekayaan yang berlangsung dari golongan yang kurang mampu kepada
yang kaya

b. monopoli atau secara lebih luas adaleh sctiap konsidi yang memperkuat
kerjasama di antara perusabaan yang bersaing akan mempermudah dunia
industri untuk memanipulasi politis guna memperoleh protekst dalam
bentuk peratwran perundang-undangan vang menungkinkan perolehan
keuntungan di bidang indusiri yang bersangkutan

¢. keterkaitan dengan keberatan atas praktek monopoli yakni, babwa
kebijakan anti menopoli yang bertwjuan efisiensi, merupakan kebijakan

¥ Kund Hansen ot al, Undang-Undeng Larangan Prakttk Monopeli dan Persaingon {Usaka Tidak
Sehoy, Jakuris: Katalis, 2003 him 117118

% Richard A. Posoer, Anmitrust Lawfan Ecenamic Perspective), Chicago sud Londen; The
University Of Chicago Press, 1976, him. §-9
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yang membatasi kebebasan bertindak bagi perusahaan-perusshaan besar
wntuk dapat berkembangnyé perusahaan-perusahaan kecil.
Pengaturan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
bertujuan untuk®’:
a. meniaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi sebagai
salah satu npaya uniuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
b. mewujudkan ikbim usaha vang kondusif melalul pengaturan persaingan
usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan
berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan
pelaku usaha keeil
¢. mencegah praktek monopoh dan atau persaingan usaha tidak sehat yang
ditimmbulkan oleh pelaky usaha
d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegaiatan usaha
Iklim persaingan yang schat merupakan conditio sine qua non bagi
terselenggeranya ekonomi pasar’. Model persaingan teleh diakui sebagat
alternatif unggul bagi pembangunan ekonomi. undang-undang tentang larangan
prakiek monopoli dan persaingan tidak sehat diciptakan agar tetap terjadings
persaingan usaha anfara pelaku usaha secara sehat dan juga konsumen tidak
diekspoitusi oleh pelaku usaha, Atau dengan kata lain undang-undang lentang
larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat menginginkan pelako usaha
di Indonesia dalam menjalankan kegatatan usshanva berassaskan demokrasi
dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usahs dan
kepentmgan umum.
Undang-Undang Nomor § Tahun 1999 menyatakan bahwa beberapa yang
dikecualikan dari Undang-Undang ini adalah™;
a. perbuatan dan atau perianjian yang bertujuan melaksanakan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

¥ Undaag-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli
Dan Persaingan Useha Tidak Sehat, LN 3341999, Pasal 3

# Normau S.pakpahan, Pokok-pokok Pemikiran tendang Hukuwm Perseingan Usaha, dubanta;
ELIPA, 1994, alm. 2

® Undang-Undang No 5 Tahun 1999, Op.cit, Pasal 50-51
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. perjaniian yang berkaiten dengan hak stas kekayaan intelektual seperti
lisensi, paten, merck dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian
elektronik terpadu dan rahasia dagang serta perjanjian denigan waralaba

. perjanjian penefapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak
mengekang dan atau menghalangi perssingan

. perjanjian dalum rangka keagenan yang isinya tidak memual ketentuan
uniuk memasck kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih
rendah dari pada harga yang telah diperjaniikan

. perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar
hidup masvarakat luas

perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah indonesia

. perianjian atau perbuatan vang berfujuan untuk ckspor yang fidak
mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri

. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil

kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani
anggotanya

dan monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan
produks: dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat
hidup orang banyak serta cabang-cabang produkst yang penting bagi
negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan
Usaha Milik Nepara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau
ditunjuk oleh pemenntah

berdasarkan pada ketenfuan tersebut mska Non-fndependent Leasing

Company bukan sektor usaha yang dikecualikan dari pemberlakuan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1999 sehingga merupakan suatu usaba yang juga tunduk
ferhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 fentang Larangan Prakiek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peruszhaan pembiaysan sebagaimana disyaratkan dalam Keputusan

Menteri Keuangan No. 84/KMK.012/2006 didirikan dalam bentuk Perseroan
Terbatas.  Begitn pula dengan Now-lndependent Leasing Company yang
meripakan sebuah perusahaan pembiayaan yeng memiliki hubungan langsung
dengan Supler dari barang modal,dimana pendirian pernsahaan tersebut berftujuan
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untuk menunjang meningkatkan penjualan barang modal yang diproduksi oleh
Suplier yang bersangkutan™, juga tunduk pada  Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 Tentang Persercan Terbatas schingga Non-Independent Leasing
memiliki sifat dan karakteristik sebagai sebuah badan hukum.

Black Law Dictionary mendefinisikan bedan hukum sebagal artificial
person, vaitu “persons created and devised by human law for the purpose of
society and government, us distinguished from naturel person”™. Bedangkan
badan hukum sebagai legal entity adalah “an entity, other than natural person,
who has sufficient existence in legal contemplation that it can function legally, be
sued or sie and make decisions through agents as in the case of corporation ™™

Sedangkan menurst Subekd, Badan Hukum adalah suate baden atau
perkumpulan yang depat memiliki hak dan melakukan perbutan seperti seorang
manusia, serta meomliki kekayaan sendir, dapat digugat atau menggugat di depan
hakim. Sedangkan berdasarkan pada Pasal 1 angka (1) undang-Undang No 40
tahun 2007 menyatakan bahwa:

"Perseroan Terbalas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan

hukum yang merupskan persekutuan modal, didirikan berdesarkan

peranjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi-bagi dalam saham dan memenuhl persyaratan yang

ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksansannya™'.

Berdasarkan pada pendapat dan pasal tersebut diatas, maka yang menjadi
dari karakteristik dari badan hukum adalah®™:
Persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian
b. Dapat melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum
¢c. Modal dasar yang dikumpulkan dan selala  diperumtukan  untuk

kepentingan perseroan itu sendini

* Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, Satemba Empat, Jakarta, 1994

* Henty Campbell Black, Black's Law Dictionary, st.paul, Mitin, West publishing Co, 1990, 6%
ed, him 113

% 1bid, him.393-894

% pasal 1 angka 1 Undang ~Undang Nomor 40 fahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

* Gunawan Widjadia, 150 tamyu juwab feniang perseroan terbatas, Praninta Offset, lakarta, 2008,
him. 2
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Kumpulan modal yang memiliki pengurus yarig bertindak untuk mewakili
kepentingan badan hukum )

Sifat keanggotaanya tidak permanen dan dapat dialihkan atau beralih.
Tanggung jawab, dan kekavaan badan hukum yang terpisah dar
pemegang saham, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris

Sechingga yang menjadi unsur  dari sebuah perusahsan pembiayaan vang Non-
Independent adalah

a.
b.

C.

Didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas

Memiliki hubungan langsung deagan Suplier

Pendiriannya bertwjuan  uniuk menunjang penjualan  barang vang
diproduksi oleh Suplier

Peneliti melakukan identifikasi pada 3 (tiga) perusahaan pembiayaan yang

cukup besar di Indonesia dan mengidentifikasikan mercka sebagai contoh Non-

Independent Leasing Compary, vaitu pada:

a.

P.T Indomobil Finance

PT Indomobil Finance adslah perusahaan pembiayaan yang bergerak
dibidang ussha Consumer Finance, Leasing dan Factering yang berdird
sejak tahun 1993 yang bemaung dibawzh Indomwobil group vang
merupakan Induk perusahaannya dengan memprioritaskan pada kendaraan
bermotor produk indowmobil group. Kepemilikan sabam pada BT
Indomobi! Fiance ¥9% dimiliki oleh P.T Indomobil Sukses Internasional
(Supplier) dan 1 % dimiliki oleh P.T IMG Sejahtera langgeng

P.T Tovota Astra Financia! Services

P.T. Toyota Astra Financial Services adalah perusahaan yang dibentuk
secara kerjasamg antara Toyota Financial Services Corporation dan P.T
Astra Intemnational Tok yang merupakan Agen Tunggal Pemegang Merek
kendaraan Toyota. Kerjasama diantara keduanya dalam membentuk P.T,
Toyote Astra Financial Services diawali dengan penandatanganan
kerjamasa pada bulan Okfober 2005 dengan tujuan utamanya menjadikan
PT Toyota Astra Financial Service sebagai pilihan ufama dalam
menyediakan layanan jasz pemblaysan untuk kepemilikan kendaraan
Toyota,
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¢. B.T. Tiga Berlian Auio Finance
PT. Tigaberlian Auto Finance (TAF) merupakan perusahaan pembiayaan
dibawah Mitsubishi Corporation Group. P.T Tiga Berlian Auto Finance
memiliki ijin usaha Consumer Finance, Leasing dan Factoring. Seiak
tahun 1988 PT. Tigaberlian Auto Finance bekerja sama dengan Dealer-
Dealer reami kendaraan Mitsubishi di seluruh Indonesia memberikan
fasilitag pembiayaan untuk perorangan, perusahaan,
wiraswasta/profesional dan lain lain.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka Induk Perusahaan yang merupakan supplier
dari Perusahaan Pembiayaan hanya sebagai pemegang saham. Dan scbagai
pemegang saham maka Induk Perusabaan hanya memiliki hak, yaitu:
a. Hak Individual yang melekat pada diri pemegang saham yang terkait
dengan:
a. Hak mendahuloi untuk ditawarkan dan membeli saham dan pemegang
saham lainya yang hendak menjual sahamnya ™
b. Hsk untuk memperpleh ssham dari pencrbitan saham selanjuinys
(First Right of Refusah)'®
Hak untuk memanggil RUPS
Fak untuk hadir dan bersuara dalam RUPS'™

Hak untuk menerima galinan RUPS secara cama-cuma

& B

02

Hak wntuk memperoleh deviden™

Hak untuk memperoleh pembayaran sisa hasii likuidasi

Po@ oo

Hak untuk menjamin saham sebagai jaminan utang

i. Hak untuk mengajukan gupatan terhadap perseoran ke pengadilan bila
dirugikan karena tindakan petsercan yang dianggap tidak adil dan
tanpa alasan wajar sehapal akibat keputusan RUPS, Direkst dan atau

Pewan Komisaris

* Pasal 43 ayat {1} Undang Urlang 40 tahun 2007
¥ Pasal 43 ayat {2) undang-undang 40 tahen 2007
! pasal £5 ayat (1) undang-undang 40 tabn 2007
"2 Pasal 82 avat (4) undang-undang 40 tabun 2007
) Pasal 71-7F undang-undang 40 tahun 2007
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j-  Berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga
yaug wajar apabila pemegang saham tidak menyet!}jui timcdakan
Perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan'®

k. Hak untuk keluar dari perseroan

b, Hak Derivatif yaitu: _
a. pasal 97 ayat (6} menyatakan bahwa:
atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakill paling sedikit
1710 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suata dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri terhadap
anggota dircksi yang karena kesalahan stas kelalaiannya menimbulkan
kerugian kepada perserpan

b. pasal 114 ayat (6) menyatakan bahwa

atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit
1710 (satu persepulul} bagian dari jumlah selurvh saham dengan hak
suara dapal menggugat anggota Dowan Komisars yang karena
kesalahan atau kelalaianya menimbulkan kerugian pada perseran ke
pengadilan negeri.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas, maka bila terjadi perjanjian
diantara perusshaan pembiavaan dengan Suplier, maka kita akan melihatnya
hubungan hukem diantara dus badan hukum dan bukan merupakan sebuah
hubungan yang mternal pada scbuah badan hukum. Sehinggs perjaniian vang
dilakukan diantara keduanya dapat menjadi objek perjanjian-perjanjian yang
dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 12 Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1999 menystakan baliwa peleku usaha dilarang membuat
perjanjian dengan pelaku uszha lain untuk melakukan kerasama dengan
membentuk gabungan perusahaan atan perseorangan yang lebih besar dengan
tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing
perusahaan atan persercan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi
dan afau pemasaran atas barang dan atau jasa, Dan bila kita melihat pada pasal 13
Undang-Undang Nomor 5 tehun 1999 yang melarang pelaku usaba untuk
membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk menguasai pembelian atau

% pasal 62 ayat (1) undang-undang 40 tahon 2007
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penerimaan pasokan yang dapat mengakibatkan terjadinys praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat.

Non-Indeperndent leasing Compony sebagat sebuah badan hukum, bila
kita melibat pada tujuan pendiriannya schagal menunjang penjuslan dad Suplier
barang modal. Maka bentuk usaha ini tidaklah termasuk sebagai jenis usaha yang
bertentangan maupun menghambal persaingan. Hal ini dikarenakan fujuan
didirikannya Non-Independent Leasing Company sebagei lembaga penunjang
penjualan barang Suplier, maka Suplier tidak menjadikan Nen-Independent
Leasing Company sebagai satu-satunya perusghaan pembiayaan yang membantu
konsumennya dalam hal memperoleh pembiayaan karena dalam rangka menjual
produknya, Supplier tidak akan menghambat atau bahkan membatasi pelaku usaha
laip untuk melakukan pembiayaan ferhadap barang modal yang dijual karena yang
menjadi tujuan utamanya adalah target penjualan barang bukan target pembiayaan
yang dilakukan oleh Non-fndependemt Leasing Compony sehingga setiap
peruszhaan pembiayaan dapat bersaing dengan adil dalam melakukan pembiayaan
terhadap barangnya Supplier.

Non-Independent Leasing Company dilain sisi, karena hubungannya yang
dekat dengan Suplier barang modal menjadi prioritas utama dan mempercieh
kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh induk perusahaannya. Kemudahan-
kemudahan vang diberikan oleh induk perusahaazn adalah kemudshan dalam
memperoleh barang modal, dan jouga lebih moedah dalam hal pembayaran kepada
Suplier. Hal ini dapat dikelompokan sebagai perbuatan yang memanfaatkan posisi
dominan baik langsung maupun tidak langsung untuk menghaatbat pelaky ussha
lain yang berpotenst menjadi pesaing.'” Namun harus dilakukan terlebib dabulu
pembuktian apakah kelompok pelaku usaba ini menguasai 50 % atau lebih pangsa
satu jenis barang yang dalam hal ini adalah barang vang di Supply oleh Supplier
sebagal Perusahaan Induk. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara vang
dilakukan oleh peneliti, dimana hampir sebagian responden merasa ada beberapa
hambatan dalam bersaing dengan Non-Independent Leasing Company narqun
karena luasnya catupan wilayab usaha pembiayaan, maka hampir sebagian besar

5 Undang-Undang Nomor § Tabun 1999, Op.cit, Pasal 25
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Independent Leasing Company yang merasa tidak berkeberatan dengan kehadiran
Non-Independent Leasing Cangpany,m
Bila kita melihat pada strukiur kepengurusan pada Non-Independeni
Leagsing Compony, maka pencrapan pada pasal 26 Undang-Undang Momor 3
Tahun 1999 yang menyatakan bahwa;
“sesecrang yang menduduki jabatan sebagai direksi atan komisaris dari
suatu perusahaan, pada wakty yang bersamazn dilarang merangkap
menjadi direkst atau komisaris pada pervszhaan lain, apabila perusahaan
tersebut berada dalam pasar yang bersangkutan yang sama, atau memiliki
keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha, atau secara
bersama dapat mmengussai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang
dapat mengakibatkan terjadinya prakiek monopoll dan atan persaingan
usaha tidak schat”
Menurut pasal ini, dalam rangka membuktikan dengan adanya rangkap jabatan
dapat mengakibatkan terjadinya prakick monopoli dan atav persaingan usaha
tidak schat akan digunakan pendekatan Rule OF Keason. Schingga posisi
komisaris manpun direksi pada Non-fndependent Leasing Comparny scharusnya
bukan merupakan Romisaris afaupun direksi pada Perusahaan Suplier yang
merupakan Induk Perusahaannys bila hal inf dapat mengakibatkan terjadinya
prakiek monopolt dan atau persaingss usaha tidek sehat. Akan tetapi, bila kita
melihat pentingnya bagi Induk perusahass dalam hal melskukan pengawasan
terhadap anak usahanya, maka rangkap jabatan ini memungkinkan terjadi
sepanjang tidak mengakibatkan praktek monopeli dan atau persaingan vsaha tidak

sehat. '

3.1.  Analisa Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor
U5/KPPU-L/2002 dikubungkan dengan Non-independent Leasing
Company
Schagai perbandingan, kita akan menganalisa putusan Komisi Pengawas

Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-LA2002 yang mendapatkan 3(tiga) pelaku

" Hasif wawancara terhadap bebempa responden yang merupakan Independent Leasing Company
7 Achmad Yani dan Gunawan Widjays, Perseroan Terbates, .1, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
2803, Mwm. 1864189
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usaha yang didoga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Prakiek Monopoli dan Persaingan Ussha Tidak
Sehat khususnya pada pasal 15 tentang pegjanjian tertutop, Pasal 17 tentang
Monopoli, Pasal 18 ientang Monopsoni, Pasal 19 tentang Penguasaan pasar, Pasal
25 tentang Posisi Dominan, pasal 26 feniang Jabatan Rangkap, dan Pasal 27
tentang Kepemilikan Saham. Adapun duduk perkara pada kasus ini adalah:

Bahwsa dalam bidang perfilman dan perbioskopan ditemukan adanya
dugaan kuat pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tabun 1999 yaitu
Monopoli Bioskop yang dilakukan oleh Group 21, yang mengakibatkan
persaingan bisnis curang dalam bentuk sebagai berikut

a. Bahwa Group 21 telah melakukan praktek integrasi vertikal dengan alasan
bahwa Group 21 memiliki hak tunggal dalam mendistribusikan film-film
dari major companies yang diberikan oleh pthak MPA (distributor film-
film Hollywood: 21 Century Fox, Universal Studio, Warner Bross, Buena
Vista International Touch Town dan Columbia Tri Star). Pendistribusian
dilakukan oleh 3 (tiga) perusshaan yang ferafiliasi yaitu: Terlapor I,
Terlapor [, dan PT Subentra Nusantara;

b. Bahwa Group 21 telah melskukan perjenjian tertutup dengan alas an
bahwa keria sama produsen film lokal dengan Group 21 dalam pemufaran
film, seluruh promost {printed media: poster, banner, dan media massa:
iklan media cetnk dan media clekimonik) dibebankan kepada pthak
pradusen film, Bagi hasii pendapatan ditetapkan dengan formula 50%-
50% setelah dipotong PTO (pajak tontonan). Negosiasi dilakukan kedua
belah pihak untuk melakukan pemutaran film perdana produsen film tapi
produsen tidak memiliki bargaining position dan semua kesepakatan hasil
negosiasi tidak tertuang dalam bentuk surat pefjanjian/tidak tertulis;

c. Bahwa Group 21 telah melakukan monopoli dengan alasan bahwa dengan
adanya hak tungpal tersebut Group 21 memiliki pooritas untuk
mendistribustkan film-filn dari major companies ke bioskop Group 21,
terutama di wilayah Jakarta. Sedangkan untuk bioskop di fuar Group 21
harus menurunkan harga tanda masuk, karena film tersebut telah diputar
lebih dahulu di bioskop milik Group 21, Akibatnya film tersebut sodah
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tidak up to date alias film bekas, sehingga menurunkan minat penonton
vang berakibat rendahnya jumiah penonton;

. Bahwa Group 21 telah melakukan monopsoni dengan alasan bahwa Group
21 memiliki hak tnggal dalam distribust film-film dari major companies
yang diberikan oleh pihak MPA (distributor film-film Hollywood: 20th
Century Fox, Universal Studio, Warner Bross, Paramount, Walt Disney,
Metro Goldwyn Meyer, dan Columbiza Tri Star). Pendistribusian.dilakukan
oleh 3 perusahaan yang terafiliasi yaitu: Terlapor I, Terlapor I, dan PT
Subentra Nugsantara;

. Bahwa Group 21 telah melakukan penguasaan pasar dengan alasan bahwa
dengan hak tunggal tersebut Group 21 wmemiliki prioritas untok
mendistribusikan film-film major companies ke bioskop Group 21,
terutama di wilayah Jakarta. Group 21 juga secara sepihak dapat
menentukan bioskep mana saja baik di dalam maupun di luar Group 21,
yang dapat menerirma copy film dan menavangkannya. Sehingga ketika
bioskop-bioskop dt  Imar Group 21 mendapat  gilien  unfuk
menayangkannya, mereka harus menekan harga karena flm major tersebut
telah diputar lebih dabulu di bioskop 21, karena film {ersebut sudah tidak
up to date alias film bekas sehingga menurunkan minat penonion dan
rencdahnya jumlah penonton;

Bahwa Group 21 memiliki posisi dominan dengan alasan bahwa
persyaratan perjanjian kerja sama produsen film nasional dengan Group 21
dalam pemutaran film tdak dalam keadaan seimbang yang mana seluroh
promosi {printed media: poster, banner, dan media massa: iklan media
cetak dan media clekironik) dibebankan kepada pthak produsen film
nasional, Bagl hasil pendapatan 50%-50% setelah dipotong PTO (pajak
tontonan). Negosiasi dilekukan kedua belah pihak untuk melakukan
pemutaran film perdana produsen film nasional tapi produsen tidak
memiliki bargaining position dan semua kesepakatan hasil negosiasi tidak
tertnang dalam bentuk surat perjanjian/tidak tertulis;

. Babwa Group 21 melakatkan jabatan rangkap dengan alasan bahwa jabatan
rangkap tersebut terlihat pada perilaku dan aktivites beberapa personalia
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yang namanya selalu ada pada bebetapa posisi di beberapa perusahaan

berbeda yang terafiliasi;

h. Bahwa Group 21 telah melanggar Pasal 27 UNDANG-UNDANG Ne. §
Tahun 1999 tentang kepemilikan saham dengan alasan bahwa kepemilikan
saham di beberapa perusahaan vang terafiliasi dan bergerak pada bidang
yang sama seria terintegrast yaitu bisais bioskop, distribusinya, dan impor
film;

i. Bahwz ada perusahean-peruszhaan ferafiliasi dengan Group 21, yang
bergerak di bidang pendistribusian film di tingkat daerah atau lokal;

j- Bahwa terjadi perubahan kepemilikan sejak tahun 1998, yang
mengakibatkan perubahan susunan kepeogurusan dalam perusahazn-
perusahaan di lingkengan Group 21;

k. Bahwa major companies Hollywood (Warner Bros, Twentieth Century
Fox, Columbia Tri Star, Buena Vista, UIP), yang menentukan dalam MPA
{Motion Picture Association) adalah bestuk kartel eksportir, yang
kesnudian berkolaborast dengan monopoli impor film di Indonesia {dalam
hal ini dipegang oleh Group 21 dan Harris Lasmana sebagai Pimpinan
Crroup 21 sekaligus Agency of major companies)

Berdasarkan fakta-fakta hukom diates, maka Komisi Pergawas Persaingan Usaha
dalam perfimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

Menimbang bahwa menurat keterangan yang disampaikan di depan Tim
Pemeriksa pada tanggal 23 Aguostug 2002 dalam Pemeriksaan Pendahuluan,
Pelapor menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa sebagal pemegeng hak distobusi Blm major companies, PT
Subentra Nusantara juga mamiliki dan mengoperasikan bioskop Group 21.
Melalui Harris Lasmana mereka dengan mudash mendapatkan film-fIlm
dari Iuar negeri. Inilah yang kemudian menimbulkan conflict of interest,
yang mana bioskop yang berada dalam kategori jirs: run selalu
mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan bioskop secornd
run dilihat dari segi jumlah penontory,
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b, Bahwa PT Subenfra Nusantara sebagai induk, juga memiliki perusshaan-
perusahaan distributor dengan nama yang berbeda-beda, namun dikelola
oleh manajemen yang sama

c. Bahwa barriers to entry Gidak hanya terjadi dalam memperoleh film
impor, tetapi juga pada akses penayangan film nasional di bioskop Group
21, Group 21 tidak pernah menggunakan perjanjian secara terfulis dalam
setiap transaksinya, sehingga perusahasn bioskop non-21 atau produsen
film nasional tidak memiliki pilthan lain kecuall harus menerima segala
aturan dari Group 21

d. Bahwa bioskop banyak merugi atau mati karena adanya barriers fo entry
dalam memperoleh film-film bermuty, meskipun menurut Menteri Budaya
dan Pariwisata dan Gabungan Pengusahia Bioskop Seluaah Indonesia
{GPBSI) bioskop nasional banyak yang mati karena pembajakan VCD dan
isu pembayaran paiak;

Menimbang bashwa menurut keterangan vang disampaikan di depan Tim
Pemeriksa pada tanggal 2 September 2002 dalam Pemeriksaan Pendahuluan,
Terlapor 1 yang diwakili oleh Harris Lasmana sefaku Dircktar Utamea dan Tri
Rudy Anitio selaku Direktur, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terlapor Il adalah nama baru dari PT Subentra Nusantara, yang
bergerak dalam bidang ussha pepayangan film (perbioskopan); Bahwa
terkait dengan hak cipta, Terlapor Ul adalsh mitra distributor film dalam
mengeksplotfasi hak cipta, bukan pemilik atau pemegang hak cipta. Kegja
sama yang dilakukan dengan distributor atau importic termasuk Terlapor |
dan Terlapor [ dilakukan dengan sistem bagt hasil;

b. Bahwa pembagian hasil antara Terlapor Il dengan Terlapor I dan Terlapor
Il dilakukan dengan perhitungan total pemasukan dari Harga Tanda Masuk
{selanjutnya disebut dengan H'TM) dikurangi pajak tontonan yang berlakn
di daersh masing-masing dan sizanya dibagi dua. Mekanisme ini jupa
berlaku untuk semua bioskop dan distributor

c. Babwa standar baku agar film dapat diputar di bioskop Terlapor 111 adalah
film dalam betuk pita seloloid 35 mm, telah lulus sensor, dan telzh
dilakukan negosiasi jadwal tayang. Bahwa bioskop Group 2! yang
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tersebar di Indonesia terbapgl dalam bioskop-bioskop yang dimiliki
langsung oleh Terlapor 111 dan bioskop-bioskop yang dimiliki berdasarkan
kerja sama dengan pengusaha-pengusaha lokal. Kepemilikan sabam
terendah oleh Terlapor 1 dalam pola kerja sama adalah sebesar 37,5%.

d. Bahwa kematian bioskop tidak hanya terjadi pada bioskop-hioskop non-21
tetapi juga pada bioskop Group 21, Penyebab tutupnya beberapa bloskop
terscbut adalah: perfama, persoalan teknis seperti tanahnya mau dipakai
untuk kepentingan lain; dan keduq, permasalahan ekonomis seperti
persaingan dengan Video Rental, TV Swasta, VCD dan DVD yang
menyajikan kualitag gambar lebih baik; dan sebagian besar bioskop yang
tutup tersebut adalah bioskop yang berada dalam kelas menengah ke
bawah, mengingat dalam kelas terscbut sangat lemah tingkat animonya
Menimbang bahwa memurut keterangan yang disampaikan di depan Tim

Pemeriksa pada tanggal 4 September 2002 dalam Pemeriksaan Pendahuluan,
Terlapor I yang diwakili oleh Harris Lasmana selaku Direktur Utama dan Tri
Rudy Anitio selaku Coorporare Scoretary, menyatakan pada pokoknya sebagai
berikut:

a. Bahwa Hamis Lasmana adalah Direkiur Utama Terdapor I dan juga
werangkap schagal Direktur Utama Terlapor 1

b. Bahwa pemilik saham Terlapor I adalah Sunaryo 56% dan Sulamo 50%;

¢. Bahwa terdapat 2 (dua) sistem transaksi dalam kegiatan impor film yaitu
pertama, ststem yang mendasarkan pada komisi atas keuntungan yang
diperoleh. Sistem ini memberikan kewenangan kepada perusahaan
importir untuk mendistribusikan film di dalam negeri berdasarkan komisi.
Apabila ternyata merugl, maka perusashaan importir tersebut hanya
menanggung sebagian biaya. Kedua, sistem yang mendasarkan pada
penjualan putus. Dalam sisterm ini, perusahaan importic akan membayar
secara fla/ kepada perusshaan luar negeni, sehingga apabila ternyaia
merugh merupakan risiko sepenubnya bagi perusahaan importir;

4. Bshwa ada beberapa hiaya vang tidak dapat diganti (reimbursed) oleh
perusahaan distribotor luar negeri misalnya iklan di media massa. Garansi

minimum dan biaya atas copy film tidak ada, sedangkan jumlah copy tiap
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judul filmnya tidak ditentukan oleh Terlapor I, tetapt ditentukan oleh

distributor luar negeri misalnya Columbia Pictures atau  United

International Pictures

¢. Bahwa Terlapor [ mendistribusikan film kepada bioskop Group 21 dan
bioskop non- 21. Terlapor I berkepentingan untuk memastikan bahwa
filmnya dapat diputar di banyak bioskop dan selama mungkin. Dalam hal
ini Terlapor I juga harus melihat karakteristik dari film vang akan dijual

f. Bahwa dalam mendistribusikan copy film, Terlapor | mempertimbangkan
beberapa hal. Pertama, jumiah copy yang tersedia dan priorites wilayah
berdasarkan perolehan pendapatannya. Ada  wilayah-wilayah yang
prioritasnya tidak konstan seperti Makassar, Palembang, Semarang dan
Medan. Terdapat kendala-kendala spesifik berdasarkan wilayahnya.
Kedua, Tedapor T lebih memprioritaskan bioskopbioskop yang HTM-nya
lebil mahal, contohnya: Scnavan dan MPX Grande, kemudian baru kelas
yang di bawahaya dan seterusnya. Mekanisme ini berlaku untuk semua
bioskop tanpa memperhatikan apakah itu bioskop Group 21 atau bioskop
non-21. Contoh bioskop non-21 yang menayangkan bersama pada firsf run
dengan bioskap Group 21: MPX Grande, Viva, Buaran, Galaxy, Regent,
Citra dan lain-lain;

Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim
Pemeriksa pada tanggal § September 2002 dalam Pemenksasn Pendahuluan,
Terlapor 11 yvang diwakili oleh Jimmy Herjanto selalm Direktur Utama dan Tn
Rudy Anitio selaku Coorporale Seoretary, menyataken pada pokoknya sebagar
berikut

4. Bahwa Terlapor I adalah perusahaan importic film dengan lisensi impor
dari Disney, Century Fox dan Warner Bross;

b. Bahwa Terlapor 1 tidak berhak untuk memperbanyak copy film karena
copy film merupakan bagian dari hak cipta afas film yang dilindungi oleh
Undang-undang dan menjadi milik produsen atau distributor luar negeri.
Terlapor 1 hanya melakvkan distribusi copy film, yang didasarken pada
periimbangan ekonomis dan teknis. Selama imi terdapat 8 (delapan)
wilayah vang diutamakan yaitu Jabotabek, Jawa Tirour, Bandung,
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menyusu! kemudian 4 (empat) dacrah yaitu Bali, Ujung Pandang, Medan
dan Semarang;

¢. Bahwa HTM bioskop ditentukan oleh masing-masing bioskop yang diatur
oleh Pemerintah Dacrah setempat, karena terkait dengan parak tontonan.
Pengaturan tarif didasarkan pada fasilitas dan pelayanan yang diberikan
sesual golongan yang ditentukan berdasarkan standar minimum oleh
pemeriniah dacrah setemnpat;

d. Bahwa pada cra setelah tahun 1960-an, tidak ada larangan bagi pelaku
usaha asing untuk membuka bioskop-bioskop di Indonesia. Monopoli
perfilman dimulai pada saat Menteri Penerangan dijabat Harmoko, dengan
membentuk 3 {tiga) asosiasi importir film yaifu: Asostasi Film Eropa
Amerika, Asosiasi Filra Mandarin, dan Asosiasi Film Asia Nou-Mandarin.
Selanjutnya ketiga asosiagl tersebut dikuasai oleh SUPTAN;

e, Bahwsa sebagai produsen film nasional, Saksi pernah mendapatkan
pertakuan tidak adil dalam hal penayangan film-film yang diproduksi
Saksi. Kondisi ini sekarang telah beruhah, bahkan fiim-film nasional telah
mendapatkan kesempatan yang sama dengan film-film impor unmtuk
diputar di bioskop Group 21
Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan

Majelis Komisi pada tanggal 6 Januad 2003 dalam Pemeriksaan Lanjutan,
Terlapor 1 yang diwakili oleh Harris Lasmana selaku Direktur Utama dan Tr Ruds
Anitio selaku Coorporate Becretary, menyatakan pada pokokrya sebagai berikuat:

a. Bahwa Terlapor 1, Terlapor I, dan Terlapor HT tidak berada dalam satu
kelompok usaha yang sama karena 21 adalah merk dagang bioskop Group
21. Sementara Terlapor 1 dan Terlapor I adalah perusahaan distributor
film;

k. Bahwa Terlapor | telah memasok film ke Swe Zhe Cinema sejak bulan
Mel 2002 dap bahkan sejak bulan September 2002 Terapor 1 telah
memasok 2 {dua) copy film ke Kota Makassar dengan konsekuensi tidak
bersamaan dengan Jakarta agar 3 (tiga) bioskop yang ada di Makassar

dapat memutar film yang sama secara serempak;
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Dan berdasarkan fakta-fakia hukum lain yvang ditemukan sepanjang persidangan,

maka Kotnisi Pengawas Persaingan Usaha menyimpulkan bahwa:

a.

Bahwa Terlapor 1 dan Terlapor II dengan Terlapor III terintegrasi secara
vertikal dalam rangkaian jasa pendistribusian dan penayangan film impor
MPA, namun penguasaan tersebut di bawah 50 % dari keseluruban film
impor sehingga bukan merupakan integresi vertikal sebaegaimana
dimaksud Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;

Bahwa perjanjian yang dibuat oleh Terlapor U atau Terlapor II dengan
beberapa anggota MPA {idak memuat persyaratan-persyaratan mengenat
keharusan untuk memascek kembali filn kepada pihak terientu dan atan
pads tempat tertentu, atsu mengenai keharusan Terlapor I dan Terlapor 1T
bersedia membeli barang dan atau jasa lain dani pihak MPA, atan
mengenal harga atau potongan-potongan tertentu dengan syarat membeli
barang dan atau jasa lain atan tidak akan membeli film dan produsen lain,
schingga perjanjian terscbut bukan merupskan perjanjian  fertutup
sebagaimana dimaksud Pasal 15 Undang-Undeng No. 5 Tahun 1999,
Bahwa Terlapor | dan Terlapor I telah menguasai distribusi film impor
MPA, namun penguagaan tersebut korang dari 50% keseluruban film
impor pada tahun 2001 dan 2002, schingga kegiatan yang dilakukan
Terlapor T dan Terlapor 1T bukan merupakan kegiatan monopoli
sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;
Bahwa meskipun Terlapor 11 menguasai pangsa pasar bioskop first run di
sebagian besar kota, namun tidak ditemnkan bukti adanya praktek
monopoli dan atau  pergaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud
Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1899

Bahwa jumlah film vang diimpor oleh Terlapor 1 dan Terlapor 11 tidak
lebih 50% dari keseluruhan film impor, schingga bukan merupakan
kegiatan monopsoni sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-Undang No.
$ Tahun 1999;

Bahwa film-film impor yang ditayangkan di bioskop-bioskop milik
Terlapor 11l tidak bersifat murnally exclusive artinya film-film tersebut
bisa juga ditayangkan di bioskop non-21 pada saat bersamaan dan tidak
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ada paksaan bagt importir film untuk memasok filmnya ke bioskop Group
21, schingpga bukan merupakan kegiatan monopsoni sebagaimana
dimaksud Pasal 18 Undang-Undang No. § Tahun 1999,

. Bahwa Terlapor 1 das Terlapor 1} mendistribusikan film impor kepada
bioskop Group 21 dan kepada bioskop non-21 berdasarkan pertimbangan
teknis dan ekonomis, sehingpa bukan merupakan prakiek diékriminasi
sehagaimana dimaksud Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 3 Tahun
1699;

. Bahwa penguasaan film impor oleh Terlapor I dan Terlapor 1 adalah
kurang dari 5%, schingga Terlapor 1 dan Terfapor II tidak berada pada
posist monopoli dan karena itv tidak berada pada posisi dominan
sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat {2) Undang-Undang No. 5 Tahun
1959

Bahwa meskipun Terlapor I berada dalam posisi dominan sebagaimana
dimnaksud Pasal 25 ayat (2} di sebagian besar kota, namun tidak ditemukan
bukti adanya penetapan syaral-syarat perdagangan wntuk mencegah dan
atan menghalangl koasumen memperoleh jasa penayangan film yang
bersaing atau membatasi pasar atau menghambat pelaku usaha bioskop
lain yang berpotensi menjadi pesaingnya sehingga tidak memenuhi
ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Ne. 5 Tahun 1999

Bahwa Harris Lasmana dan Suryo Suberman menduduki jabatan rangkap
pada jabatan-jabatan strategis di beberapa perusabazn fmportir film dan
atau perusahaan bioskop yang hal ini berpotensi besar untuk timbulnya
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, akan tetapi sampai
dengan berakhimya pemerikspan Majelis Komisi belum menemukan
cukup bukii  untuk menyatakan perangkapan jabatan  tersebut
mengakibatkan terjadinys praktek monopoli dan persaingan tidak sehat,
sebagaimana dimaksud Pasal 26 Undang-Undang No. 5 Tabun 1999;

. Bahwa Terlapor III terbukti memiliki saham mayoritas di beberapa
perusahaan yang bergerak dibidang perbioskopan yaitu PT Intra Mandiri
dan PT Wedu Mitra di pasar bersangkutan yang sama yaitu di Surabaya,
Bioskop-bioskop yang dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut menguasai
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lebih dari 50% pangsa pasar, sehingga kepemilikan saham Terlapor HI
terscbul memenuhi keteniuan Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun
1999,

I. Bahwa tfidak ditemukan bukti bahwa Terlapor I melakukan kegiatan
pengambilalihan saham sebagaimans dimaksud dalam Pasal 28 ayat {2}
Undang-Undang No. Tahun 1999;

m. Bahwa ada upaya Pemerintah kota Makassar antuk mengatur tata edar film
di kota Makassar

n. Menimbang bahwa pengunduran diri Harris Lasmana dan Suryo Suherman
darl jabatan direksi di beberapa perusahaan yang memiliki keterkaitan erat
dalam bidang pendistribusian dan pepayangan film patut dicatat sebagsi
suatu itikad baik untuk mengurangi potensi penyalahgunaan perangkapan
jubatan;

Adapun Keputusan yang diambil oleh Komisi Pengawas Persaingan Ulsaha
adalah:

a. Menyatakas Terlapor I yaite PT Camila Internusa Film dan Terlapor Il
yaitu PT Satrya Perkasa Esthetika Film tidak terbukti melanggar Pasal 15,
Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 Undang-Undang
Ne. 5 Tahun 1999

b, Menyatakan Terlapor I yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya tidak terbukti
melanggar Pasal 135, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 26
Undang-{Undang No, 5 Tahun 1999;

¢, Menyatakan Terlapor 1 yaitu PT Camila Internusa Film, Terlapor 11 yaitu
PT Satrya Perkasa Esthetika Film, dan Terlapor {Ii vaitu PT Nusantara
Sejehtera Raya tidak terbukti melanggar Pasal 14 Undang-Undang No. 5
Tahun 1999,

d. Menyatakan Terlapor Hl yaitu P Nusantara Sejahtera Raya terbukti
secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 Undang-Undang No. 5
Tahun 1999
Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut  diatas,

menjelaskan kepads kita bahwa ada beberapa hat vang tidak boleh dilakukan oleh
Non-Indeperdent Leasing Company dalam kaitannya dengan Hokum Larangan
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Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Schat. Non-fndependent Leasing
Company yang lerintegrasi secara vertikal dengan Suppliernya tidak dianggap
secara seria-merta merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999, nemun harus dilibat mengenat penguasaan tersebul di bawah 50 %
dari keseluruban film impor schingga bukan merupakan integrasi vertikal
sebagaimana dimaksud Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Talun 1999, pada
putusan ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengpunakan prinsip Rule Of
Reason. Sclanjutnya peranjian yang dibuat oleh Non-Independent Leasing
Compeany dengan Suppliernya atau Induk Perugahaannya tidak boleh memuat
persyaratan-persyaratan mengenat keharusan untuk memasok kembali barang
kepada pihak tertentu dan stau pada tempat terfentu, atauw mengenai keharusan
Non-independent Leosing Compoany dengan Supplicrnva bersedia membeli barang
dan atau jasz lgin, atay mengenal harga atau pofongan-potongan tertentu dengan
syarst membeli barang dan stau jasa lain atau tidak skan membelt barang dant
produsen lain, sehingga perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian tertutup
sebagatmana dimaksud Pasat 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;

Dalam kaitannya dengan pasal 17 Undang-Undang No, 5 Tahun 1999,
maka meskipun Non-Independent Leasing Company dengan Suppliernya telah
menguasai distribusi barang modal yang dijual oleh Suppfiernyn, namun
penguasaan tersebul tidak boleh lebih darl 50% kescluruhan penjualan Supplier,
schingga kegiatan yang dilakukan bukan merupakan kegiatan monopoli
sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dimana juga
disyaratkan  bila barang tersebut belum  ada subsifusinya  atay  dapat
mengakibatkan pelaku usaha lain Gdak dapat masuk ke dalam persaingan usaha
barang .

Berdasarkan pada pasal 23 Undang-Undang Nomor § Tahun 1999 dimana
pasal ini tidak melakukan pelarangan pada pokoknya terhadap suatu usaha berada
pada posisi yang dominzn sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur oleh
Undang-Undang ini. Schingga Non-Independent Leasing Company meskipun
berada pada posisi dominan, tidak dapat mebggunakan posisi dominannya baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk:
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a. Menetapkan syaral-syarat perdagangan dengan fujuan untuk mencegah
dan atau menghalangi konsumen memperoich barang dan atau jasa yang
bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas
b. Membatasi pasar dan pengembangan teknolog
¢. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk
memasuki pasar yang bersangkutan
pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang sescoran untuk
menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada
wakiu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada
perusahaan lain yang berada dalam pasar yang bersangkutan yang sama atau
memiliki keterkaitan erat dalam bidang dan atau jenis usaha atau secara bersama
dapat menguasain pangsa pasar barsng dan atau jasa terientu, yang dapat
mengakibatkna terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Sehingg Jabatan strategis yang rangkap vang masih ditemukan diantara Non-
Independent lLeasing Comparny dan Supplier scbagai Induk Perusshasnnya
sepanjang tidak roengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan
usaha tidak sehat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 Undang-Undang
Nomor § Tahus 1999 bukanlah termasuk kedalam bentuk vang dilarang oleh
Undang-Undang. Dan kepemilikan saham mayoritas oleh Supplier pada Non-
Independent Leastng Comparny sukan merupakan pelanggaran terhadap Undang-
undang ini. Hal ini sepanjang fidak terjadinya penpuasaan pangsa pasar melebihi
50 % unfuk satu jenis barang atau jasa terteniu, |

Berdasarkan pada halhwml diates, maka Non-Independent Leasing
Company merupakan usaha yang tidak bertentangan dengan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1992 schingge juga dibutuhkan peran dari Suplier untuk
membuka peluang bagi setiap perusahsan pembiaysan untuk dapat bersaing
dengan bask, adil dan lebih sehat di Indonesia.

¥ Undang-Undang Nomor 5 Tahon 1999, Op.Cit, Pasal 76-27
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BAB1V
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1, Kesimpulanﬁ

4.1.1. Dalam melakukan perluasan usaha, pelaku usaha sangat membutuhkan
runjangan sckior modal yang cukup dalam meningkatkan produksi dan
atau pelayanannya secars efisien dan cepat. Olfeh Karena itu, leasing
sebagai salah satu bentuk pemblayasn, memiliki peranan yang sangat
penting di dalam dunia usaha. Lembaga Pembiayaan merupakan suaty
alternatif  pembiavaan yang dibufuhkan bagi perusahaan vang
kekurangan modal atau yang hendak menghemat pemekaian dana
tanpa kehilangan kesempatan untuk melakukan investasi, Melihat pada
kedekstan antara perusahaan leasing dengan Swupplier-nya, maka
perusahaan leasing dapat terbagi menjadi /ndependent leasing
Company yaitu perusahaan pembiayaan yang tidak memiiiki hubungan
[angsung dengan Supplier-nya (tidak terfokus pada satu merek barang
mexial, tetapi dapat terdiri dari berbagai merek maupun jenisnya). dan
Non-Independent Leasing Company yaitu Perusahaan pembiayaan
yang mempunyai hubungan langsung dengan Suplier barang modal,
dimana pendiriannya ditujukan entuk meningkatkan penjualan barang
modal yang dijual eleh Suplier sehingga jenis perusahasn ini hanya
melakukan pembiayaan terhadap barang medal vapg dijual oleh
Supplier-nya. Berdasarkan pepelitian yang lakukan, penelii  tidak
menemukan adanya peraturan perundang-undangan vang mengatur
secara khusus mengenai Non-Independent Leasing Company sehingpa
peneliti berkesimpulan bahwa bentuk usdha ini tetaplah tunduk pada
Keputusan Menteri Keuangan Republik  Indonesia  Nomor
B2/KMK.012/2006 tentang [embaga Pembiayaan, peraturan yang
dikeluarkan oleh Bapepam-LK maupun peraturan lain vang berlaku

4.1.2. Non-fndependent Leasing Compomy sebagai sebush perusahaan

pembiayaan yang memiliki hubungan langsung dengan Suplier-nya,
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yang didivikan dengan tujuan untuk meaunjang peningkatan penjualan
barang modal yang diproduksi oleh Supficr, juga tunduk pada Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Persercan Terbatas. Sehingga
Non-Independent Leasing memiliki sifat dan Karakteristik sebagai
sebuah badan hukum yang salah satunya memiliki harta kekayaan dan
tanggung jawab yang ferpisah dari Dewan Direksi, Dewan Komisari
dan Pemegang Sahamnya. bila kita melihat pada wijuan pendiriannya
yaitu sebagai penunjang pernjualan barang modal Swpplier, maka
Supplier tidsk mungkin melakukan hambatan-hambatan  kepada
perusahaan pembiayaan lain dalam melakukan pembiayaan atas barang
Supplier. Supplier sebagai Induk Perusahaan bila melakukan hubungan
hukum yang berupa perjanjian dengan Nown-independent Leasing
Compary merupakan perjanfian pada umummnya antara dua badan
hukum dan bukan perjanjian internal pada scbuah badan hukum
ataupun perjanjian keagenan, sehingga hubungan ini juga merupakan
obiek dad Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga perjanjian
antara keduanya tidak beleh merupakan perianjian maupun kegiatan
vang dilarang oleh Undang-Undang. Namua, terjadinya penguasaan
pangsa pasar pada Nem-Independeni Leasing Company tidak bisa
secara seria merta kita artikan telah tenadi pelangparan terhadap
Undang-Undang Lacangan praktek Monopoli dan atau larangan usabha
tidak schat. Namun harus dibuktikan terlebibh  dahulu  apskah
peniguasasn pangsa pasar fersebut sebagai akibat perbuatan yang
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4.2. Saran
4,2,1. Perkembangan Iklim Investasi dan pembangunan di segala bidang di
Indonesia dibutubkan adanya aturan yang menjadi pemandu, kareéna
hukum adalah alat yang dapat digunakan untuk merubah masyarakat
menjadi lebih baik dan lebih adil. Sehingga Perusahaan Pembizyaan
yang berbentuk Independent Leasing Compuany maupun Non-
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Independent Leasing Company harus diatur dengan tegas mengenal
tata cara berlindak dalam menjalankan usahanya, sehinggs ada
panduan bagi mereka untuk berinteraksi dan melakukan kegiatan
usahanya dan dapat bersaing secara lebih baik, sehat dan lebih adil,

Dalars mengawal terlaksananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 Tentang Laramgan Prakick Monopoli dan Persaingan Ussha
Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki peran yang
sangat besar, namun dalam menjalankan fungsinya ind, Komisi
Pengawas Persaingan Usaha memerlukan dukungan yang saling
bersinergi antar lembaga negara dalam  melakukan pengawasan
tethadap terlaksananya Undang-Undang ini. dan jugs Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999, memberikan hak kepsds masyarakat untuk
melaporkan bila ada dugoan tedjadinya pelanggaran terhadap Undang-
Undang i, Schingga, masyarakat seharusnya dapat berperan lebih
aktif didalam membantu mengawasi terselenggaranya iklim usaha

yang schat di Indonesta,
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